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Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 
mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam 
ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia serta implikasi 
yuridis perkembangan alat bukti tersebut. 
Penulisan Hukum (Skripsi) ini termasuk jenis penelitian hukum 
doktrinal/normatif dengan pendekatan normatif/juridis berupa pendekatan 
undang-undang dan  pendekatan komparatif. Data yang digunakan dalam 
penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data 
dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik 
analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis non statistik yang 
dilakukan dengan kualitatif, berupa analisa isi terhadap data-data yang dihasilkan 
dalam penelitian dan menjabarkannya secara deskriptif. 
Berdasarkan penulisan hukum ini diperoleh hasil bahwa alat bukti pada 
pembuktian tindak pidana telah mengalami perkembangan dengan dipengaruhi 
berbagai faktor. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti pada 
Pasal 184 membatasi perkembangan alat bukti, sehingga perkembangan alat bukti 
terikat pada pasal tersebut. Sedangkan pengaturan perkembangan alat bukti pada 
perundangan-undangan khusus bersifat Lex Specialis derogat lex generali 
terhadap KUHAP maka hanya dapat digunakan pada undang-undang khusus yang 
mengaturnya.  
Implikasi yuridis penelitian ini adalah pengaturan pada perundang-
undangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana 
khusus yang diaturnya saja. Kemudian pengaturan mengenai alat bukti yang 
masih belum jelas diatur pada KUHAP, pelaksanannya hanya didasarkan pada 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan 
tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di 
Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu 
perwujudan dari norma hukum tersebut, khususnya hukum publik adalah 
keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan 
dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.  
Pelaksanaan dan penegakkan norma-norma hukum saat ini dihadapkan 
pada kejahatan dalam perkembangan zaman, maka akan terpengaruh dan 
mengalami perubahan. Khususnya pada era globalisasi ini yang berpengaruh 
besar pada tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat, serta akan 
memunculkan adanya norma-norma dan nilai-nilai baru di masyarakat adalah 
kemajuan dan perkembangan teknologi. Salah satu teori bidang kriminologi 
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menyebutkan bahwa kejahatan itu merupakan deskripsi perkembangan 
masyarakat. Begitu masyarakat berhasil memproduk kemajuan teknologi, 
maka seiring dengan itu akan timbul pula dampak negatif berupa kemajuan di 
bidang kejahatan. Kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat, bahkan 
dalam beberapa hal kejahatan sering lebih maju dibanding kenyataan yang 
dicapai masyarakat, dan terlebih terhadap penegakkan hukumnya, baik dalam 
hal peraturan hukum materiil maupun formilnya. 
Seiring dengan majunya kejahatan seperti kejahatan yang bercirikan 
transnational, extraordinarycrime hingga kejahatan transborderless dan 
lahirnya modus operandi baru kejahatan, dampak yang timbul diakibatkan 
oleh kejahatan akan semakin besar. Guna penegakkan hukum kejahatan-
kejahatan yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam 
perundang-undangan Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang merupakan terjemahan dari Wetboek Van Strafrecht dan 
berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, tentunya sudah sangat 
tidak memadai, sehingga mendorong dirumuskannya perundang-undangan 
khusus seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun 2003, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001, 
dan lain-lain. 
Lahirnya perundang-undangan khusus tidak hanya sebagai suatu bentuk 
usaha pembaharuan terhadap hukum materiil. Hal ini juga terkait dengan 
hukum formil. Misalnya pada Undang-Undang anti terorisme yang mengatur 
hukum materiil tentang terorisme dan juga hukum formil yang mengatur 
mengenai masa penahanan yang lebih panjang dari yang diatur dalam 
KUHAP. Bentuk penyimpangan hukum formil tersebut masih pada tahap yang 
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sederhana karena tetap menggunakan KUHAP sebagai peraturan umumnya, 
yaitu pada perundang-undangan khusus yang sudah mengatur hukum acara 
tersendiri bersifat Lex Specialis derogat lex generali terhadap KUHAP. 
Namun sudah ada beberapa pembedaan terutama dalam hal pembuktiannya 
dan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 tahun 2003 yang 
sudah mengakui mengenai alat bukti dokumen dan bukti elektronik yang 
sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.  
Baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, 
pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pada hakekatnya, 
pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namun tidak 
semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur-unsur 
pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut 
dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, 
penuntutan, persidangan dan seterusnya. Hukum acara pidana sendiri 
menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk 
menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang 
terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditemukan 
dalam proses pembuktiannya. 
Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman 
tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan 
yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu hati-hati, 
cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah 
pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan 
pembuktian atau bewijs krachts dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 
184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2002 : 273).  
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Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus 
kejahatan berbasis teknologi informasi kejahatan transnational, 
extraordinarycrime dan transborderless adalah masalah pembuktian. Hal ini 
dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal 
bukti-bukti elektronik seperti e-mail, digital file, electronic file dan lain-lain. 
Oleh sebab itu dalam pengaturan perundang-undangan khusus yang baru 
sudah diadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen yang 
sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Pengaturan tersebut ada dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  25 tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 
Tahun  2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  21 Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan 
Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun  2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  11 Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun  2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang baru saja sudah disahkan oleh DPR 
RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan 21 April 2008 lalu. Undang-
Undang ini merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam 
perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini 
adalah cybercrime dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling 
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diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi 
elektronik dan dokumen elektronik. 
Permasalahan yang tetap adaa, walaupun telah diundang-undangkannya 
berbagai perundang-undangan khusus adalah mengenai penegakkan hukum 
yang masih murni berpegang pada KUHAP. Perkembangan kejahatan dan 
modus opernadi yang digunakan, melahirkan bukti-bukti baru dalam praktek 
persidangan dan melahirkan perkembangan tersendiri terhadap alat bukti yang 
sudah ada. Banyak aspek yang mempengaruhi hal tersebut, dan perkembangan 
tersebut tentunya akan terus ada sejalan dengan perubahan dalam kehidupan 
masyarakat. Hal tersebut cukup menyulitkan saat terbentur pada pengaturan 
hukum yang belum berkembang dan masih terikat pada perundang-undangan 
yang dirasa belum memadai, dan tentunya akan menimbulkan pengaruh pada 
proses penegakkan hukum juga. 
Berlatarbelakang dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 
menganalisa lebih jauh mengenai mengenai perkembangan alat bukti dalam 
Penulisan Hukum yang berjudul : “PERKEMBANGAN ALAT BUKTI 
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN 
UNDANG-UNDANG KHUSUS  DI INDONESIA” 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 
Penulisan Hukum karena dengan adanya perumusan masalah, berarti penulis 
telah mengidentifikasi persoalan yang hendak ditulis. Selain itu adanya 
perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data 
dan menghindari adanya data yang tidak diperlukan sehingga penulisan akan 
lebih terarah dan sesuai dengan yang dikehendaki. 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok-
pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : 
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1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada 
pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-
undangan khusus di Indonesia? 
2. Bagaimana implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHAP dan 
perundang-undangan di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 
hendak dicapai oleh penulis melalui penelitiannya yang tidak lepas dari 
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan ini, tujuan 
yang hendak dicapai oleh penulis adalah : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengkaji bagaimana pengaturan mengenai perkembangan alat 
bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan 
perundang-undangan khusus di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi perkembangan alat bukti 
dalam KUHAP dan perundang-undangan di Indonesia. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan ilmu 
Hukum Acara Pidana, khususnya pada hukum Pembuktian. 
b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat 
diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan 
suatu kejelasan dan keterarahan informasi yang memberikan jawaban atas 
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permasalahan yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
masukan pengetahuan pada setiap akademisi di bidang hukum maupun 
masyarakat umum.  
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus 
senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya, 
sehingga harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang 
hendak dicapai sebelumnya untuk memperoleh kebenaran yang dapat 
dipercaya keabsahannya. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang 
akan digunakan, penyusun harus cermat agar metode yang dipilih nantinya 
tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang 
dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.  
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang 
suatu kegiatan dan proses penelitian.  Dalam arti kata yang sesungguhnya, 
maka metode adalah cara atau jalan. Metodologi pada hakekatnya 
memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, 
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menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya 
(Soerjono Soekanto 1985:6), karena itu pemilihan jenis metode tertentu dalam 
suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian 
nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan bahwa penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang penulis 
lakukan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder yang membahas tentang perkembangan alat 
bukti pada tindak pidana dan pengaturannya pada KUHAP dan peundang-
undangan khusus. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara 
sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
1985:8). 
2. Sifat Penelitian 
Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penulisan hukum ini adalah deskriptif. Dengan menggunakan sifat 
deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua 
data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan 
judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis 
guna menjawab permasalahan yang diteliti. 
Penelitian deskriptif dalam pandangan Amirudin didefinisikan 
dengan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 
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menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 
dalam masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin, 2004:25).  
Penelitian yang penulis lakukan akan meneliti hubungan antara 
gejala-gejala penyebab perkembangan alat bukti, keterkaitanya dengan 
pengaturan pada peraturan perundang-undangan baik pada KUHAP 
maupun perundang-undangan khusus, serta implikasinya. Dengan 
penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membantu penulis mempertegas 




3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah 
pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln, Lexy J. Moleong menjelaskan 
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan latar ilmiah, dengan 
maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada. (Lexy J. Moleong. 2005:5) 
Khususnya untuk penelitian hukum, selain pendekatan yang bersifat 
kualitatif, pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan 
gabungan dari pendekatan Undang-undang (Statute approach), dan 
pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan Undang-
undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan 
Undang-undang yang sudah ada ataupun putusan pengadilan dalam kasus 
yang sama. 
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Pendekatan Undang-undang yang dilakukan dalam penulisan 
hukum ini berupa penelaahan Undang-Undang dan regulasi lain mengenai 
perkembangan alat bukti pada pembuktian pidana di Indonesia. Sedangkan  
pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan beberapa 
putusan pengadilan dan Undang-undang yang mengatur mengenai 
perkembangan alat bukti pada pembuktian pidana di Indonesia. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang 
telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, 
koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan 
penelitian yang dilakukan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara 
umum ciri-ciri dari data sekunder adalah sebagai berikut : 
a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat 
dipergunakan dengan segera 
b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh 
peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak 
mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, 
maupun konstruksi data 
c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto, 2005:12) 
 
5. Sumber Data 
Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari 
suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data 
merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat 
diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 
yang terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah : 
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1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 tahun 2002 
tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 tahun 2003 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2003 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 
Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang 
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 
Tahun 2001. 
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun  2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women)  
9) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 661 K/Pid/1988 tanggal 19 
Juli 1991 
10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 K/Kr/1967 
dan No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 25 Oktober 1967  
11) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.1174/K/Pid/1994 dan No.1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 
1995 
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12) Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia Yang Berat 
13) Surat Edaran Mahkamah Agung  nomor 1 Tahun 1985 
14) Surat Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  no 
39/TU/88/102/pid  yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI 
tertanggal 14 Januari 1988  
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum sekunder yang penulis pergunakan dalam hasil 
penulisan hukum ini meliputi : 
1) Hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum 
acara pidana, hukum pembuktian, alat bukti baik pada perundang-
undangan khusus maupun KUHAP. 
2) Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun 
bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan Hukum Acara 
Pidana, hukum pembuktian, alat bukti baik pada perundang-
undangan khusus maupun KUHAP. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan dalam hasil 
penulisan hukum ini meliputi : 
1) Kamus Hukum. 
2) Bahan literasi dari media Internet. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam 
penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi 
dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
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melalui data tertulis (Soerjono Soekanto, 2005: 21). Teknik ini merupakan 
teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat 
buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta 
artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat 
kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 
penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut 
pengelompokan yang tepat. 
7. Teknik Analisis Data 
Pengolahan data untuk menjadi suatu laporan sangat memerlukan 
suatu analisa data yang tepat. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisa isi atau disebut juga dengan content analysis. 
Maksud dari teknik ini adalah bentuk analisis yang bagaimana dalam 
menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan di dalam penelitian, sehingga dapat mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar. Kegiatan 
analisis isi dalam penelitian ini adalah menguraikan dan menganalisis data 
yang didapat mengenai perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak 
pidana di Indonesia. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan 
menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan 
data yang diperoleh. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis 
menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, 
adapun di setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan 
hukum mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian ini dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum 
mengenai alat bukti dan sistem pembuktian kemudian  
tinjauan umum pembuktian dalam Perundang-undangan 
khusus. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang 
meliputi : pertama, pengaturan mengenai perkembangan 
alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP 
dan perundang-undangan khusus di Indonesia. Kedua, 
implikasi yuridis perkembangan alat bukti dalam KUHAP 
dan perundang-undangan di Indonesia. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban 
permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang 







G. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti dan Sistem Pembuktian 
a. Alat Bukti  
Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat 
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan 
keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah 
dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).       
Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal berapa 
doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke 
dalam kategori oral evidence, documentary evidence, material 
evidence dan electronic evidence. Berikut pembagian pada masing-
masing kategori  : 
1) oral evidence 
a) perdata ( keterangan saksi, pengakuan dan sumpah) 
b) pidana ( keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan 
terdakwa ) 
2) documentary evidence 
a) perdata ( surat dan persangkaan ) 
b) pidana  ( surat dan petunjuk )  
3) material evidence 
a) perdata ( tidak dikenal ) 
b) pidana ( barang yang digunakan untuk melakukan tindak 
pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana 
dan informasi dalam arti khusus ) 
4) electronic evidence 
a) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis 
dan elektronik. konsep ini tidak dikenal di Indonesia. 




c) pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi 
memperluas alat bukti yang termasuk ketegori documentary 
evidence ( Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005 
: 100-101 ) 
Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur 
mengenai beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR 





4) Isyarat-isyarat “ 
Dalam HIR yang dianggap sebagai alat bukti yang sah 
hanyalah empat  macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal ini.  
Sedangkan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan “Alat bukti yang sah 
ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan 
Keterangan Terdakwa “ 
Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR maka ada 
penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli 
merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini 
merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, 
seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan 
bantuan seorang ahli (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 19).  
Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan 
sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” 
menjadi “keterangan terdakwa”. Dari urut-urutan penyebutan alat bukti 
dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih 
dititikberatkan pada keterangan saksi. 
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Sedangkan benda-benda yang dapat digolongkan sebagai 
barang bukti adalah : 
1) benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. 
2) benda-benda yang dipergunakan untuk  membantu tindak pidana. 
3) benda-benda yang merupakan hasil tindak pidana. 
Penyusunan alat bukti di negara-negara common law seperti 
Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. 
Alat-alat bukti menurut Criminal Prosedure Law yang disebut forms of 
evidence terdiri dari : 
1) real evidence (bukti sungguhan) 
2) documentary evidence (bukti dokumenter) 
3) testimonial evidence (bukti kesaksian) 
4) judicial notice (pengamatan hakim) 
Tidak disebutkan alat bukti kesaksian ahli atau keterangan 
terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang 
lain dari KUHAP kita adalah real evidence yang berupa objek materiil 
yang tidak terbatas pada peluru, pisau, senjata api, perhiasan emas, 
televisi dan lain lain. Benda-benda ini berwujud. Real evidence biasa 
disebut bukti yang berbicara untuk dirinya sendiri (speak for it self). 
Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai daripada alat bukti yang 
lain. Real evidence tidak termasuk alat bukti dalam hukum acara 
pidana kita. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika 
tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Misalnya, saksi 
mengatakan bahwa peluru ini berasal dari terdakwa, maka barulah 
bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat 
bukti yang ada (Andi Hamzah, 2002 : 254). 
Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur dalam 
KUHAP : 
 xxxiii 
1) Keterangan saksi 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 
26 KUHAP).        
Pengertian keterangan saksi terdapat pada pasal 1 angka 27 
KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat 
bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri 
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka 
yang harus diterangkan dalam sidang adalah : 
a) apa yang saksi lihat sendiri; 
b) apa yang saksi dengar sendiri 
c) apa yang saksi alami sendiri 
Keterangan saksi di depan penyidik, bukan keterangan saksi, 
jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan 
penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara 
dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di 
depan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim 
wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 
163 KUHAP). 
2) Keterangan Ahli 
Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah 
keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian 
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khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi 
sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli 
merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli 
dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah 
mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan 
keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal 
yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-
hal tersebut (Andi Hamzah, 2001 : 269). 
Sesuai keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas 
lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal 
tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman 
dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. 
Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan 
seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” 
(Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar 
sidang pengadilan sebagai alat bukti “ surat”. Apabila keterangan 
diberikan pada waktu pemerikaan oleh penyidik atau penuntut 
umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat 
dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau 
pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. 
Contoh yang paling baik mengenai kedua hal tersebut diatas adalah 
visum et repertum yang dibuat oleh seorang dokter. 
3) Surat 
Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam 
pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan 
dengan sumpah, adalah: 
- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan 
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tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri  
-surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya  
- surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat 
berdasarkan keahliannya  
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.  
4) Petunjuk 
Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik 
antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana 
itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa 
petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. 
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif 
dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat 
dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim, dengan 
demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat 
bukti.  
5) Keterangan Terdakwa 
Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka 
yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. 
Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa 
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nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah 
ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.  
Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 
183 ayat (3) dan (4) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat 
digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali 
disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa 
dalam memberikan keterangannya, tidak perlu mengucapkan 
sumpah atau janji. Karena keterangan terdakwa bukanlah 
pengakuan terdakwa, maka ia boleh menyangkal segala tuduhan 
karena ia tidak disumpah. Penyangkalan terdakwa adalah hak 
terdakwa dan harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan 
terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat 
dijadikan alat bukti.   
 
b. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti 
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika 
mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka  berarti proses, perbuatan, 
dari membuktikan, secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk 
menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang 
pengadilan. (Anshoruddin, 2004: 25) 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-
undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 
yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim 
membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2005 : 
273)  
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Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum 
pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem 
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan 
alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak 
dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 
10). 
c. Sistem Pembuktian 
Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam 
alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan 
cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara 
bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Hari Sasangka dan 
Lily Rosita, 2003 : 11) 
Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian 
sebagaimana berikut ini : 
1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (Conviction in 
Time) 
  Ajaran pembuktian conviction in time adalah suatu ajaran 
yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata (Hari 
Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 14) 
Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan 
alat bukti yang ada. Tidak menjadi masalah keyakinan hakim 
tersebut diperoleh dari mana. Hakim hanya mengikuti hati 
nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan 
hakim. Kesan hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang 
terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan hakim dimungkinkan 
tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-
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undang. Padahal hakim sendiri yakin hanyalah seorang manusia 
biasa, tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut. 
Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang 
mendukungnya, dan dapat pula seseorang dibebaskan dari 
dakwaan meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. 
Sistem pembuktian conviction in time dipergunakan dalam 
sistem peradilan juri ( jury rechtspraak ) misalnya di Inggris dan 
Amerika Serikat. 
2)  Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (Positief 
Wettelijke   Bewijstheorie) 
Sistem pembuktian menurut undang-undang positif atau 
lebih singkatnya sistem pembuktian positif adalah sistem 
pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni 
alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang (Hari 
Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 16). 
Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem Conviction in 
Time. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. 
Menurut sistem ini, undang-undang ditetapkan secara limitatif 
alat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim. Cara-cara 
bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan 
pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat 
bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan 
oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaaan 
sah terbukti. 
Menurut D. Simons, sistem pembuktian menurut undang-
undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua 
pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat 
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menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.  Hati nurani 
hakim tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya 
terdakwa. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas 
inkuisitor dalam acara pidana. Hakim di sini seolah-olah hanya 
bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak 
memiliki hati nurani. Hakim hanya sebagai suatu alat pelengkap 
pengadilan saja (Simons dalam Andi Hamzah, 2001 : 247).  
3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction 
Raisonnee) 
Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan 
hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum 
seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang 
bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus 
disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu 
rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan 
menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas 
kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar dapat 
diterima oleh akal.  
Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu 
tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti 
yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya 
terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja 
hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan 
yang diambilnya.   
4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
(Negatief Wettelijke Stelsel) 
Sistem pembuktian ini menrupakan penggabungan antara 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan 
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sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan 
suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak 
belakang secara ekstrim (M. Yahya Harahap, 2005 : 278).  
Sistem pembuktian negatif ini mengenal 2 (dua) hal yang 
merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: 
a) Wettelijk   : adanya alat bukti yang sah yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang. 
b) Negatief  : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, 
yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut 
meyakini kesalahan terdakwa. 
Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem 
pembuktian conviction in time. Hakim dalam mengambil 
keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat 
oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan 
keyakinan (nurani) hakim sendiri. Alat bukti yang telah 
ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti 
lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan 
seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa 
seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 
2003 : 16). 
Jika kita membaca isi Pasal 183 KUHAP secara tersurat 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 




Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 294 HIR : 
(1) Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika 
hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut 
undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan 
bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu. 
(2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, 
tidak seorangpun yang dapat dihukum.  
Saat mengkaji Pasal 183 KUHAP maupun Pasal 294 HIR 
tersebut, terlihat bahwa hukum acara pidana di negara kita 
menggunakan sistem “menurut undang-undang yang negatif”. Hal 
ini berarti tidak sebuah alat buktipun akan mewajibkan memidana 
terdakwa, jika hakim tidak sungguh-sungguh berkeyakinan atas 
kesalahan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika keyakinan hakim 
tidak didukung dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah 
menurut hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan 
terdakwa. 
Penjelasan Pasal 183 KUHAP menyebutkan, dimana syarat 
pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan 
pada perumusan yang tertera dalam undang-undang, seseorang 
untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana 
kepadanya, apabila :  
a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat 
bukti” 
b) dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukan suatu tindak pidana. 
 Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya maka keyakinan 
hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara 
sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian 
 xlii 
keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan 
hakim. Dalam praktek keyakinan hakim itu bisa saja 
dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi 
oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut 
dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh 
pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim juga dapat 
dikesampingkan, dilihat dari tidak adanya konsekuensi yuridis 
apabila dalam putusan tidak mencantumkan mengenai hal tersebut. 
Dengan demikian pada praktek penegakan hukum kita lebih 
cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-
undang secara positif.  
Selain sistem pembuktian di atas, dalam teori modern 
dikenal juga sistem pembuktian terbalik (omkeering van het bewujs 
theori), dimana teori ini membebankan pembuktian kepada 
terdakwa. Sistem ini mulai digunakan dalam perundang-undangan 
khusus di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor  31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 dan 
Undang-Undang Nomor  15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor  25 tahun 2003. 
2. Tinjauan Umum Pembuktian dalam Perundang-Undangan Khusus 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 
Tahun 2001 
Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada 
umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan 
keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih 
 xliii
dan rumit. sehingga banyak perkara-perkara/ delik korupsi lolos dari 
jaring pembuktian sistem KUHAP. Karena itu, pembuktian undang-
undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, 
sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. 
Upaya pembentuk undang-undang ini dalam pemberantasan 
korupsi adalah dengan penerapan dua sistem pembuktian yaitu 
pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang 
menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang 
(Martiman Prodjohamidjojo, 2001:107). 
Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat 
sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan 
salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang 
tepat, dari sisi bahasa dikenal sebagai omkering van het bewijslat atau 
reversal burden of proof yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi 
“pembalikan beban pembuktian”. Secara global merupakan suatu 
beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang 
universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya 
sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut 
diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. 
Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian 
dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik”. Pendapat Andi 
Hamzah, sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian 
yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik”. Tanpa 
meletakan kata “beban” maka makna yang terjadi akan berlainan. 
Pembuktian terbalik tanpa kata beban dapat ditafsirkan tidak adanya 
beban pembuktian dari terdakwa sehingga secara harfiah hanya 
melihat tata urutan alat bukti saja (http://clickhukum.com/ 15 April 
2008 pukul 20.00 WIB) 
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Sistem beban pembuktian khusus pada kasus Korupsi berupa 
sistem pembuktian terbalik sebagian yang terletak pada Terdakwa, 
sementara sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak 
pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Masalah beban 
pembuktian sebagai bagian dari Hukum Pidana Formil mengalami 
perubahaan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 
1971, Undang-undang no 31 tahun 1999 dan Undang-undang No 20 
tahun 2001. 
Sesuai dengan Pasal 26 yang menyebutkan “penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak 
pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, dengan 
demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana korupsi 
bersifat lex specialis derogat lex generalis terhadap KUHAP. 
Pengaturan mengenai pembuktian terbalik terdapat pada Pasal 
37A, yang pada ayat 1 menyebutkan “ Terdakwa wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak, dan 
harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 
hubungan degan perkara yang bersangkutan “ 
Sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 
tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat 
terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk 
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan 
wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan 
harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang 
atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang 
bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk 
membuktikan dakwaaannya. 
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Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 
dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa  
terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti 
terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum, 
masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. 
Kata “berimbang”, diartikan sebagai penghasilan terdakwa 
ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income 
terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Dengan demikian 
diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut 
misalnya berwujud rumah, mobil saham, adalah hasil perolehan dari 
tindak pidana korupsi yang didakwakan. 
Pengaturan mengenai alat bukti pada perundang-undangan 
pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada Pasal 26 A Nomor  
20 Tahun 2001. 
Pasal 26 A  : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 
1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi 
juga dapat diperoleh dari : 
a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu; dan 
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yan tertuang di atas kertas, 
maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi 
yang memiliki makna. 
 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun 
2003 
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Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur perihal 
beracara menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan 
dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang ini”, dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian 
tindak pidana pencucian uang bersifat lex specialis derogat lex 
generalis terhadap KUHAP. 
Hal khusus dalam tindak pidana pencucian uang salah satunya 
adalah penggunaan sistem pembuktian terbalik terbatas. Undang-
undang menyatakan, “ Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan 
bukan merupakan hasil tindak pidana”. Pembuktian pada tingkat 
pengadilan dilaksanakan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikenakan 
kewajiban pembuktian terbalik, tetapi hanya pada tingkat pengadilan, 
bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal khusus ini tidak 
terdapat dalam KUHAP, di dalam Pasal 66 KUHAP dinyatakan bahwa 
tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Tb. 
Iman, 2006 : 31). 
Masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat 
kompleks, hal ini jelas disadari oleh penyusun Undang-Undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Karena modus dan sistem kejahatan yang 
dipraktikkan oleh para pelaku pencucian uang sudah melibatkan 
instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari 
instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, 
faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen 
yang extra sophisticated  atau super canggih. Seperti dalam hal 
penggunaan dunia maya seperti internet, e-mail, electronic banking, 
dan lain-lain ragam dunia cyber yang dapat digunakan sebagai alat 
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canggih dalam pencucian uang yang juga dapat dijadikan alat bukti 
dalam pemeriksaan di persidangan (N.H.T Siahaan, 2005 : 40). 
Pasal 38 : alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa  
a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana 
b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu ; dan 
c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 
Pasal 1 angka 7 : dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : 
a) tulisan, suara, atau gambar ; 
b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ; 
c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki 
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca 
atau memahaminya. 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2003 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 
Senada dengan perundang-undangan khusus lain yang sudah 
mengatur hukum acaranya sendiri, undang-undang ini dalam Pasal 25 
ayat (1) menyebutkan ”penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan 
berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.” Dengan demikian 
sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana terorisme juga 
bersifat lex specialis derogat lex generalis dengan KUHAP. 
Kompleksnya pembuktian dan rumitnya modus operandi dari 
tindak pidana ini melahirkan pengaturan mengenai alat bukti yang 
sudah akui mengenai alat bukti elektronik seperti informasi, data dan 
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dokumen elektronik. Pengaturan mengenai alat bukti tersebut terletak 
pada Pasal 27. 
 Pasal 27 : Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi  
a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana 
b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu ; dan 
c) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas kepada :  
(1) tulisan suara, atau gambar 
(2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya 
(3) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki 
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
membaca atau memahaminya.  
 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 
Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang 
Lahirnya perundang-undangan ini mirip dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana sumber-sumbernya banyak 
didapat dari hukum internasional. Sumber paling kuat adalah Protokol 
PBB tahun 2000 yang sering disebut Protokol Palermo  
Sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana 
perdagangan orang atau yang sering disebut dengan traficking bersifat 
lex specialis derogat lex generalis dengan KUHAP. Pasal 28 
menyebutkan ”Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan 
berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini.” 
Terkait dengan sifat dari kejahatan ini yang merupakan 
kejahatan terstruktur dan transnational, masalah pembuktian sudah 
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mengatur alat bukti yang berbeda dengan pembuktian dalam hukum 
pidana konvensional. Perundang-undangan khusus ini sudah 
mengadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen 
yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP 
 Pasal 29 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:  
a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 
dan 
b) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain 
kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas 
pada: 
(1) tulisan, suara, atau gambar;  
(2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau 
(3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki 
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca 
atau memahaminya. 
 Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang 
saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. 
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun  2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Pasal  54 menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan  
hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini.” 
Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang ini tidak 
mencakup hal-hal yang baru. Hanya ada sedikit perbedaan atau 
tepatnya penguatan berupa pengaruh jender yang kuat yang dalam hal 
ini adalah dalam perlindungan korban. 
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Pasal 55 dalam undang-undang ini menyebutkan, “Sebagai 
salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja 
sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila 
disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” 
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun  2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan 
kasus kejahatan berbasis teknologi informasi dan transborderless 
adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam 
hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik 
seperti e-mail, digital file, electronic file dan lain-lain.  
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini 
merupakan terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti. Undang-
Undang ini cukup menjawab dari permasalahan utama dalam 
perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal 
ini adalah cybercrime dan mampu mengakomodasi alat bukti yang 
paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik 
berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. 
Asas lex specialis derogat lex generalis perundang-undangan 
ini dengan KUHAP tercermin dalam BAB X tentang Penyidikan Pasal  
42, sedangkan pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 
44 UU no 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 
Pasal 42 : Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam 
Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.  
Pasal 44 : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah 
sebagai berikut: 
 li 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-
undangan; dan 
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 
angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 
 Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan 
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah 
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
 Pasal 1 angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
 Pasal 5 :  
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 
yang berlaku di Indonesia. 
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang ini.  
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk: 
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 
tertulis; dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang 
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat 
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Pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia secara umum diatur 
dalam KUHAP. Sedangkan secara khusus pengaturan mengenai hukum acara 
pidana tersebar pada perundang-undangan khusus. Format mengenai hukum acara 
pada perundang-undangan khusus masih menjadi satu dengan hukum materiilnya, 
dan masih dalam bentuk yang sederhana karena tetap menggunakan KUHAP 
sebagai peraturan umumnya, yaitu pada perundang-undangan khusus yang sudah 
mengatur hukum acara tersendiri bersifat Lex Specialis derogat lex generali 
terhadap KUHAP.  
Berdasar teori negatief wettelijk overtuiging yang dianut dalam sistem 
pembuktian di Indonesia, hakim dalam menjatuhkan suatu pidana kepada 
terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan 
Undang-Undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.  
Sesuai dengan isi Pasal 183 KUHAP tersebut, alat bukti pada Hukum Acara 
Pidana Indonesia bersifat limitative, yaitu alat bukti yang sah yang telah diatur 
pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah tersebut ialah Keterangan saksi, 
Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. 
Kelahiran perundang-undangan khusus semakin marak seiring dengan 
perkembangan hukum. Dari banyaknya perundang-undangan tersebut, hanya 
beberapa yang mengatur mengenai alat bukti tersendiri selain yang ada di 
KUHAP maupun yang merupakan perkembangan dari alat bukti yang ada pada 
KUHAP, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
25 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2003 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-
Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  23 Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun  2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat, aspek-aspek 
tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian 
tindak pidana, baik yang terwujud dalam perundang-undangan khusus maupun 
perkembangan alat bukti pada ketentuan KUHAP. Terhadap perkembangan alat 
bukti tersebut akan menimbulkan implikasi yuridis terhadap pengaturan alat bukti 
pada Hukum Acara Pidana, karena bagaimanapun pengaturan alat bukti bersifat 
pada KUHAP limitative, sedangakan pengaturan hukum formil pada perundang-
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A. Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak 




Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di 
Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai 
pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai lex 
specialis-nya. Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundang-undangan 
khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut 
berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, 
serta masyarakat. 
Sebelum penulis membahas mengenai pengaturan mengenai 
perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan 
KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia, penulis akan 
membahas terlebih dahulu beberapa faktor penting yang mempengaruhi 
perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana.  
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti 
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Sepanjang sejarah, manusia dalam kehidupannya selalu 
berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu dilakukan barter untuk 
memenuhi kebutuhan manusia, kemudian uang digunakan, lalu 
sekarang uang tidak hanya digunakan secara konvensional namun 
dimasukkan dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis penggunaan 
ataupun penyimpannannya, seperti cek, saham, surat berharga, 
transfer rekening dan lain-lain. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara 
langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang 
ada. Hal ini terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi tersebut di masyarakat, dan lebih khususnya oleh para 
pelaku tindak pidana, bahkan digunakan sebagai sarana untuk 
mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum. 
Dewasa ini, yang paling berpengaruh terhadap perkembangan 
alat bukti tersebut adalah dalam hal teknologi informasi dan 
komunikasi, serta dalam ilmu kedokteran.   
Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi 
dan informasi. Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil 
rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari 
bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut 
akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya, dan lebih lama 
penyimpanannya. (Teknologi informasi, www.wikipedia.com ) 
Perkembangan di bidang teknologi informasi dapat dilihat dari 
perubahan cara bertukar informasi kearah yang lebih cepat dan 
praktis. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui 
bahasa. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang 
disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari 
mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si 
pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah 
ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima 
itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan 
suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, 
informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi 
bahkan hilang sama sekali. Setelah itu teknologi penyampaian 
informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan 
informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan 
disampaikan kepada orang lain. Selain itu informasi yang ada akan 
bertahan lebih lama. Kemudian ditemukannya alfabet dan angka 
arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien 
dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu 
peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet, atau dengan penulisan 
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angka, seperti MCMXLIII diganti dengan 1943. Lalu munculnya 
teknologi percetakan, teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer 
mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang 
lebih luas dan lebih lama tersimpan. 
Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi 
berbagai tatanan kehidupan masyarakat, antara lain dalam bidang 
perdagangan, pemerintahan, bahkan terhadap perilaku masyarakat 
(social behaviour) yaitu semula berbasis kertas (paper based) dan 
berkembang ke system elektronik ( electronic based ). Sekarang dan 
apalagi di masa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik, 
dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak 
dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan 
telekomunikasi elektronik. Jasa komputer dan telekomunikasi 
elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral 
dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Otomatis, perkembangan  
teknologi ini juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti, 
misalnya penggunaanya sebagai sarana tindak pidana yang tentunya 
dalam pembuktiannya, seorang penegak hukum akan memerlukannya 
juga. Sedangkan perkembangan ilmu kedokteran akan sangat 
berpengaruh dalam bidang forensik. 
b. Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi 
Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan 
perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu 
kepolisian akan berkembang ke arah New Dimention Of Crime, New 
Type Of Crime, Organize Crime, White Collar Crime, dan Terorism.  
 Salah satu wujud New Dimention Of Crime atau kejahatan 
dengan dimensi baru  dan New Type Of Crime adalah Cyber crime. 
Cyber crime adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan 
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teknologi informasi  khususnya   komputer/internet. Kehadiran  
Internet  memang  sangat banyak  manfaatnya  disamping  
mempercepat  perolehan informasi juga aksesnya yang dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya.   
Berbagai bentuk layanan yang tersedia di internet, baik dalam 
bidang perdagangan, pendidikan, maupun dalam pemerintahan serta 
beragam keunggulan lainnya mendorong pesatnya penggunaan 
internet, dan tentunya akan mendorong juga terciptanya cyber crime 
tersebut. 
Kejahatan  dengan menggunakan internet yang sering disebut 
dengan cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru 
apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang 
sifatnya konvensional, dan muncul bersamaan dnegan lahirnya 
teknologi informasi. 
Mengenai definisi cyber crime, belum ada kesatuan pendapat 
di kalangan para ahli. Secara umum, cyber crime dapat diartikan 
sebagai upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer 
atau jaringan computer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan 
atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas 
computer yang dimasuki atau digunakan tersebut ( Dikdik M.Arief dan 
Elisatris Gultom,  2005:8).  
Ciri-ciri khusus dari Cyber crime yaitu : 
1) Non-violence (tanpa kekerasan) 
2) Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contact) 
3) Menggunakan peralatan dan teknologi 
4) Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan 
informatika) global. 
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  Apabila memperhatikan ciri-ciri tersebut, nampak jelas 
bahwa cyber crime merupakan salah satu kejahatan transnational, 
yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan berdampak 
kemana saja, seakan-akan tanpa batas negara (borderless). Hal ini 
mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya tindak 
pidana, serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi di beberapa 
Negara dan menimbulkan kerumitan dalam proses penyelidikan dan 
penyidikannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa komputer dikenal 
sebagai “The Unsmoking Gun“  yaitu senjata yang tidak 
meninggalkan bekas, tidak berhubungan langsung dengan korban, 
tidak menggunakan kekerasan namun dapat menimbulkan kerugian 
dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. 
Berdasar hal tersebut, maka penegakan hukum  terhadap kejahatan ini 
akan sangat sulit, baik dalam hal penyelidikan dan penyidikannya, 
namun juga pada proses pembuktiannya.  
Perkembangan kejahatan lain adalah ke arah Organize Crime, 
White Collar Crime, dan Terorism. Bentuk-bentuk kejahatan ini 
adalah korupsi, money laundering dan terorisme. Kejahatan tersebut 
dilakukan dengan rapi dan kadang dengan cara-cara yang halus, 
demikian hingga seolah-olah legal dan sah dari luar. Kejahatan-
kejahatan tersebut juga dimasukkan ke dalam lingkup kejahatan 
transnational, dimana tindak pidana tersebut mampu melintasi batas-
batas negara. Hal ini menyebabkan dalam penanganan tindak pidana 
ini diperlukan koordinasi dengan Negara lain, tidak hanya dengan 
mempersiapkan aparat penegak hukum dan hukum di Indonesia. 
Subyek pada tindak pidana seperti ini juga tidak hanya perseorangan 
atau individu, melainkan juga suatu korporasi, sehingga dalam 
pembuktiannya akan lebih berkembang lagi. 
Kaitan perkembangan alat bukti dengan perkembangan 
kejahatan dan modus operandinya tentunya akan sangat erat. 
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Perkembangan dari suatu modus operandi tentunya akan berdampak 
juga pada alat bukti dalam suatu tindak pidana, disini terkait dengan 
material evidence yaitu barang yang digunakan untuk melakukan 
tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana 
dan informasi dalam arti khusus. Misalnya saja pada modus operandi 
suatu tindak pidana pencucian uang yang sudah menggunakan sarana 
teknologi informasi dan teknologi komputer, dan masuk pada sistem 
perbankan, maka alat bukti dari tindak pidana itu akan semakin 
banyak dan kompleks juga, seperti seluruh sistem administrasi 
perbankan itu sendiri, kemudian alat bukti lain yang berkaitan dengan 
komputer. Kemudian kejahatan yang mengarah ke arah Organize 
Crime, White Collar Crime, dan Terorism , tentunya dalam 
pembuktiannya tidak akan sama dengan kejahatan konvensional, 
begitu juga dalam alat buktinya. Misalnya Organize Crime, kejahatan 
yang terorganisir, maka modusnya akan semakin rapi, kemudian 
subyek tindak pidananya juga dimungkinkan korporasi, sehingga 
penggunaan alat bukti akan lebih condong ke arah alat bukti surat dan 
kearangan ahli, tidak saja pada keterangan saksi seperti pada tindak 
pidana konvensional. 
c. Masyarakat 
Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan 
perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala 
sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses 
peniruan dan imitasi. Kemudian juga ada ungkapan lain yang 
menyatakan “crime is product of society it self”. Perkembangan 
kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. 
Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, hubungan 
antara perkembangan kejahatan dan masyarakat sangatlah erat, dan 
kaitan dengan perkembangan alat bukti pun tentunya terdapat 
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hubungan yang cukup erat. Perkembangan alat bukti yang digunakan 
pada tindak pidana tentunya akan selalu terpengaruh dengan keunikan 
atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Apakah bentuknya seperti 
penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam 
komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga 
perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri. Misalnya saja 
pada masyarakat modern yang sudah menggunakan sistem 
komputerisasi dalam segala bidang dan sudah digunakannya alat 
pendeteksi oarang dengan teknologi tinggi seperti scanner mata, 
organ, sampai DNA dalam identifikasi seseorang sebagai password, 
maka secara otomatis penerimaannya di masyarakat akan 
mempengaruhi keberadaannya sebagai suatu alat yang dapat 
dijadikan bukti pada suatu tindak pidana.   
2. Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak 
pidana dalam KUHAP  
Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti dalam ketentuan 
KUHAP diatur secara limitative, yaitu pada Pasal 184 KUHAP.   
Pasal 184 KUHAP : Alat bukti yang sah ialah 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
Pengaturan secara terbatas tersebut menyebabkan tidak 
dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam penjatuhan putusan oleh 
hakim, karena dalam Pasal 183 disebutkan ”Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”, dengan demikian hakim memiliki keterikatan dengan 
penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut. 
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Pertanyaannya adalah, apakah dengan pengaturan secara 
terbatas tersebut tetap tidak dimungkinkan adanya perkembangan alat 
bukti? Padahal, seiring perkembangan zaman semakin banyak faktor yang 
mempengaruhi perkembangan alat bukti, bahkan pengaturan yang sudah 
terbatas tersebut masih dapat dimungkinkan perkembangan alat bukti. 
Berikut akan penulis uraikan satu persatu. 
a. Keterangan saksi  
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang 
harus diterangkan dalam sidang adalah : 
1) apa yang saksi dengar sendiri 
2) apa yang saksi lihat sendiri 
3) apa yang saksi alami sendiri 
Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai 
pengaturan  yang Pasal 185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga 
keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, 
yaitu sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP. 
Pasal 162 KUHAP :  
Ayat (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan 
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat 
hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan 
dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah 
diberikannya itu dibacakan. 
Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah 
sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan 




Berdasar bahasan di atas, variasi alat bukti keterangan saksi 
yaitu : 
1) Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan 
2) Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam 
persidangan (162 ayat 2) 
Perkembangan alat bukti keterangan saksi di Indonesia terjadi 
dalam hal pemeriksaan saksi dengan menggunakan media 
teleconference. Persidangan dengan menggunakan media 
teleconference ini masih mengundang perdebatan panjang. Ada 
pendapat yang pro dan kontra. Praktek yang terjadi di Indonesia, 
penggunaan media ini dalam pemeriksaan saksi sudah dilakukan 
dalam peradilan di Indonesia. Teleconference pernah dilakukan dalam 
persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur 
serta perkara Abu Bakar Ba'asyir. 
1) Teleconference dalam persidangan Rahardi Ramelan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan 
penyalahgunaan dana non budgeter bulog sebesar Rp 
62.900.000.000,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus juta 
rupiah ) oleh terdakwa mantan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan ( Memperindag) atau Kabulog Rahardi Ramelan, 
pada tanggal 2 Juli 2002 melaksanakan persidangan dengan 
menghadirkan saksi mantan presiden B.J.Habibie melalui video 
teleconference.  
Usulan penggunaan media teleconference sebagai alat 
bantu dalam pemeriksaan saksi B.J.Habibie dikemukakan oleh 
majelis hakim yang diketuai Lalu Mariyun. Alasan penggunaan 
didasari oleh pertimbangan hakim akan pentingnya keterangan 
dari B.J Habibie, sehingga walaupun pada KUHAP sudah 
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mengatur mengenai keterangan saksi di bawah sumpah yang 
dibacakan dalam persidangan (162 ayat 2), namun majelis hakim 
memutuskan untuk tidak menggunakannya, dan kemudian 
melakukan pemeriksaan saksi B.J.Habibie dengan mengeluarkan 
penetapan yang berisi pelaksanaan pemeriksaan saksi B.J.Habibie 
dengan menggunakan media teleconference, dan pada 
pelaksanaan didampingi oleh orang yang dianggap mewakili 
persidangan yaitu Konsulat Jenderal R.I di Hamburg Jerman. 
Pada awalnya, jaksa penuntut umum  Kemas Yahya Rachman  
keberatan dengan usulan ini, namun kemudian menerimanya.   
Proses pelaksanaan pemeriksaan saksi B.J.Habibie adalah 
sebagai berikut : 
a) Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
yang berhubungan dengan Kantor Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia di Hamburg Jerman melalui video teleconference. 
b) Sidang dibuka sekitar pukul 14.30 WIB dan berjalan seperti 
biasa. Terdakwa Rahardi Ramelan dipanggil masuk ke ruang 
persidangan, kemudian terdakwa yang pada saat itu menjadi 
tahanan kota tersebut wajahnya akan muncul di layar televisi 
di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg 
Jerman. Di situ, pada waktu bersamaan saksi BJ Habibie 
hadir. 
c) Kemudian, saat saksi BJ Habibie dipanggil majelis hakim, 
wajahnya akan muncul di tiga layar televisi ukuran 29 inci di 
ruang persidangan. Masing-masing televisi dihadapkan kepada 
majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU) dan kuasa hukum 
terdakwa. Selama proses pemeriksaan B.J.Habibie didampingi 
oleh staf Konjen RI sebagai pihak yang mewakili pengadilan 
dan kuasa hukum Habibie, Muladi, sedangkan kuasa hukum 
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B.J.Habibie lainnya, yaitu Yan Juanda Saputra  berada di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  
d) Ketua Majelis hakim kemudian mulai bertanya dan memeriksa 
saksi, setelah sebelumnya mengambil sumpah  saksi 
B.J.Habibie terlebih dahulu dengan  pelaksanaan sumpahnya 
dilakukan oleh staf Konjen RI yang menempatkan kitab suci Al 
Quran di atas kepala Habibie. 
e) Pelaksanaan sidang dalam hal penggunaan teleconference 
secara teknis dibantu oleh PT Surya Cipta Televisi (SCTV) 
dengan pengeluaran dana hampir Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). SCTV menyediakan tiga buah televisi serta 
sebuah layar siar atau screen of air berukuran 150 inci untuk 
menyiarkan hubungan teleconference pada persidangan, dan 
empat buah kendaraan khusus operasional yaitu untuk audio, 
video dan outside broadcast (OB) van. Teknologi yang 
digunakan dalam persidangan ini adalah teknologi ISDN 
(Integrated System Digital Network) lewat jalur telepon kabel 
serat optik berkekuatan 385 KBPS (Kilo Byte Per Second) atau 
sama dengan tiga jalur telepon biasa dengan waktu 
keterlambatan siar setengah detik. 
2) Teleconference dalam pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur 
Gagasan pemeriksaan korban dengan menggunakan 
media teleconference pada awalnya diajukan oleh Jaksa Agung 
Timor Leste, Longuinhos Monteiro   yang meminta kepada Jaksa 
Agung RI, MA Rachman untuk bisa menerapkan pemeriksaan 
terhadap para saksi korban kasus pelanggaran berat HAM di 
Timor Timur melalui teleconference yang didasari alasan tidak 
diizinkannya saksi korban asal Timor Leste  datang ke Jakarta 
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oleh Jaksa Agung Longuinhos Monteiro dalam surat tertanggal 3 
Juni 2002, dikarenakan alasan keamanan saksi. Usulan 
teleconference juga dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia Asmara Nababan, berkenaan dengan 
tidak diizinkannya para saksi korban kasus pelanggaran berat 
HAM Timor Timur diperiksa di Indonesia oleh Jaksa Agung Timor 
Lorosae Longuinhos Monteiro dikarenakan pemerintah Timor 
Leste meragukan jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia 
bagi para saksi tersebut. Hasil kesepakatan terhadap usulan pihak 
Kejaksaan Agung Timor Leste dalam pemeriksaan para saksi 
korban kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) Timor 
Timur melalui teleconference tersebut kemudian dituangkan dalam 
bentuk nota kesepakatan atau Mou dengan Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia. 
Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat 
yang diketuai Andi Samsan Nganro kemudian  mengeluarkan surat 
penetapan nomor 08/Pid.HAM Ad Hoc 2002/PN Jakarta Pusat 
tertanggal 3 Desember 2002 untuk menggelar sidang melalui 
teleconference dalam pemeriksaan sejumlah saksi kasus 
pelanggaran berat HAM Timor Timur (Timtim). Dalam 
penetapannya, Andi Samsan Nganro menegaskan, bahwa majelis 
hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan 
sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh 
pembuktian materiil yang akurat. Dasar pelaksanaaan 
pemeriksaan saksi dengan teleconference juga mengacu pada 
yurisprudensi penggunaan teleconference pada pemeriksaan B.J 
Habibie, yaitu pada kasus dugaan penyalahgunaan dana non 
budgeter bulog sebesar Rp 62.900.000.000,00 (Enam puluh dua 
milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh terdakwa mantan 
 lxvii 
Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 
2002. 
Pada dasarnya dalam pengadilan ham berat ini, 
pengaturan dalam PP no. 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan 
Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Yang Berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi 
tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan 
tersebut terletak pada Pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-
bentuk perlindungan pada PP no. 2/2002 yaitu “perlindungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian 
keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa 
bertatap muka dengan tersangka.  
Sidang teleconference pengadilan HAM Ad Hoc di 
Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara 
pelanggaran HAM berat Timor Leste atas terdakwa mantan 
Danrem 164/Wira Dharma Brigjen Noer Muis yang diprotes oleh 
penasihat hukum terdakwa, Tommy Sihotang. Alasan yang 
dikemukakan penasehat hukum adalah sebagai berikut : 
a) Keabsahan persidangan patut dipertanyakan dikarenakan 
pelaksanaan sidang teleconference dilaksanakan di gedung 
World Bank Dili yang bukan merupakan wilayah kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
b) Sidang dilakukan di dua wilayah yurisdiksi Negara yang 
berdaulat dan merupakan perluasan persidangan, sehingga 
menurut penasehat hukum diperlukan izin dari Mahkamah 
Agung. 
Selain keberatan di atas, penasehat hukum juga 
mempertanyakan motivasi World Bank untuk membiayai 
teleconference tersebut. Tanggapan dari Ketua majelis hakim 
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Adriani Nurdin terhadap keberatan dari penasehat hukum tersebut 
adalah tidak perlu mempermasalahkan izin dari Mahkamah Agung 
dikarenakan teleconference merupakan sarana persidangan 
karena saksi tidak bisa dihadirkan di persidangan. Setelah terjadi 
perdebatan kurang lebih 15 menit, akhirnya sidang dilanjutkan 
dan majelis hakim minta segala keberatan penasihat hukum 
dikemukakan dalam pledoi. Sidang teleconference tersebut 
menghadirkan empat saksi dari sepuluh saksi yang direncanakan. 
Keempat saksi itu adalah Nonato Soares, Nelio da Costa Rego, 
Vincente, Tobias dos Santos. Dari keempat saksi itu, hanya Tobias 
yang merupakan saksi dalam BAP sehingga Penasihat hukum 
hanya menerima keterangan saksi dari Tobias dos Santos dan 
menolak tiga saksi lainnya di luar BAP. 
3) Teleconference dalam persidangan Abu Bakar Ba’asyir 
Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan 
kasus atas nama terdakwa Abu Bakar Ba’asyir menggelar 
persidangan secara teleconference pada pemeriksaan saksi-saksi 
yang berasal dari Singapura dan Malaysia. 
Pertama kali yang mengajukan usulan untuk melakukan 
pemeriksaan saksi yang berada di Singapura dan Malaysia melalui 
teleconference adalah dari pihak jaksa penuntut umum yaitu 
Hasan Madani dan Firdaus Dewilmar. Alasan yang dikemukakan 
oleh JPU tersebut adalah : 
a) Keberadaan saksi-saksi di Singapura yaitu Faiz bin Abu Bakar 
Bafana, Jafar bin Mistuki dan Hasyim bin Abas  masih dalam 
status tahanan pada Internal Security Department Singapura. 
Ketiganya dianggap terkait dengan Jamaah Islamiyah (JI). 
Sementara, saksi-saksi yang berada di Malaysia yakni Agung 




Muhammad Faiq bin Hafid dan Ferial Muchlis bin Abdul 
Halim masih ditahan pihak Special Branch Police Diraja 
Malaysia di Kuala Lumpur.  
b) Menurut hukum di Malaysia dan Singapura, tidak 
memperbolehkan seseorang yang masih dalam masa tahanan 
untuk diperiksa sebagai saksi di luar negeri. 
c) Ketiadaan pengaturan pada KUHAP mengenai teleconference 
tidak menjadi masalah dikarenakan telah ada yurisprudensi 
mengenai hal ini dalam persidangan di Indonesia. 
Terhadap usulan pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan 
teleconference ini, penasehat hukum terdakwa yang terdiri dari 
Mahendradatta, Djafar Assegaf serta Abdul Kholik menyatakan 
keberatannya yang pada intinya adalah sebagai berikut : 
a) Keterangan saksi tidak dapat dijamin terkait dengan status 
sebagai tahanan.  
b) Tidak ada jaminan hukum mereka (para saksi) dalam keadaan 
bebas dan leluasa untuk memberikan keterangan.  
Keberatan penasehat hukum tersebut juga disampaikan 
langsung pada Mahkamah Agung (MA) dengan mendatangi 
gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat 
tertanggal 18 Juni 2003 dan menyerahkan surat berisi keberatan, 
yang pada intinya adalah : 
a) Menyatakan keberatan terhadap usulan Jaksa penuntut umum 
untuk menggunakan teleconference dalam pemeriksaan saksi 
yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Usulan jaksa 
penuntut umum dianggap terlalu mentah oleh tim penasehat 
hukum. 
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b) Meminta kepada MA untuk mengeluarkan suatu penetapan 
yang mengatur mengenai teleconference, dikarenakan hal ini 
menyangkut tata cara untuk menjalankan hukum sehingga 
bukanlah wewenang dari majelis untuk memutuskan. 
Keberatan penasehat hukum Abu Bakar Ba’asyr dijawab 
oleh Ketua MA Bagir Manan usai pelantikan hakim agung di MA 
dalam wawancara yang berpendapat teleconference merupakan 
masalah teknologi yaitu sebagai instrumen sidang, bukan masalah 
prinsip secara hukum, sehingga merupakan kewenangan 
pengadilan untuk memutuskan.  
Senada dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim 
sepakat terhadap penggunaan media teleconference ini untuk 
mencari kebenaran materiil. Guna pelaksanaan persidangan 
dengan teleconference tersebut, mejelis hakim kemudian 
mengeluarkan surat penetapan bernomor 547/Pid.B/2003/PN 
Jakpus, yang dibacakan ketua majelis hakim Muhammad Saleh. Isi 
penetapan majelis hakim tersebut berupa penyelenggaraan 
persidangan di Kantor badan meteorology dan geofisika, 
kemayoran Jakarta dan disebutkan bahwa jaksa penuntut umum 
Hasan Madani dan Firdaus Dewilmar diizinkan untuk melakukan 
pemeriksaan melalui teleconference terhadap saksi-saksi di 
Singapura yakni Faiz bin Abu Bakar Bafana, Jafar bin Mistuki dan 
Hasyim bin Abas untuk persidangan tertanggal 26 Juni 2003. 
Sementara, saksi-saksi yang berada di Malaysia dan masih 
ditahan pihak Special Branch Police Diraja Malaysia di Kuala 
Lumpur yakni Agung Bijadi alias Husein alias Huseini bin Ahmad 
Bunyamin, Muhammad Faiq bin Hafid dan Ferial Muchlis bin 
Abdul Halim akan diminta keterangan juga secara teleconference 
pada persidangan tanggal 3 Juli 2003. Menurut hakim, hal paling 
utama diperkenankannya teleconference adalah untuk menguji 
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kebenaran keterangan para saksi pada persidangan terdahulu. 
Namun demikian, mengenai tempat pemeriksaan saksi, majelis 
menandaskan hal tersebut disesuaikan dengan aturan hukum dan 
diserahkan kepada kebijakan Singapura dan Malaysia.  
Tempat pelaksanaan sidang teleconference terhadap saksi 
di Singapura dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri 
Singapura dengan disaksikan langsung oleh perwakilan dari 
pengadilan negeri Jakarta pusat, perwakilan dari Jaksa Penuntut 
Umum dan dari Kedutaan Besar RI di Singapura, sementara wakil 
dari penasehat hukum terdakwa tidak hadir di Singapura dan 
melakukan walk out (meninggalkan ruang persidangan).   
Apabila bertitik tolak dari kajian formal legalistik memang 
sepintas teleconference bertentangan dengan ketentuan pasal 160 ayat 
(1) huruf a dan pasal 167 KUHAP. Pada ketentuan pasal 160 ayat (1) 
huruf a KUHAP menyebutkan, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang 
seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya 
oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, 
terdakwa dan penasihat hukum. Kemudian dalam ketentuan pasal 167 
ayat (1) KUHAP disebutkan, setelah saksi memberikan keterangan, ia 
tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk 
meninggalkannya.  
Ketentuan tersebut secara tekstual menuntut kehadiran 
seorang saksi secara fisik di ruang persidangan. Akan tetapi, 
kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara 
pada keadilan dalam praktik sedikit telah ditinggalkan. Misalnya, 
secara faktual Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 661 K/Pid/1988 
tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah dasar di mana keterangan saksi 
yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak 
dapat hadir di persidangan, di mana keterangannya tersebut 
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dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah. 
Hal ini menguatkan Pasal 162 ayat 2 KUHAP, mengenai keterangan 
saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.  
Permasalahan utama mengenai penggunaan teleconference ini 
pada hakekatnya adalah penerimaan dari para penegak hukum. 
Persidangan teleconference di Indonesia masih menyisakan 
ambiguitas antara sikap Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum. 
Misalnya pada sidang Rahardi Ramelan Penuntut Umum menolak 
sedangkan Penasihat Hukum menyetujuinya sedangkan pada sidang 
Pengadilan HAM Ad Hoc dan Abu Bakar Ba'asyir malah 
kebalikannya. 
Kemudian yang perlu dicermati lebih lanjut adalah masalah 
biaya penyelenggaraan yang relative tinggi, yang meliputi ongkos 
registrasi permohonan teleconference, pengiriman teknisi ke lokasi, 
penggunaan peralatan, penyewaan satelit Telstar, hingga biaya 
penayangan. Masalah biaya ini pernah dipermasalahkan oleh 
penasehat hukum dari Pengadilan HAM Ad Hoc, dikarenakan sponsor 
yang membiayai proses pemeriksaan saksi dengan teleconference 
adalah World Bank, sehingga dianggap kurang obeyektif. 
Secara prinsip hukum, penggunaan teleconference dalam 
pemeriksaan saksi lebih menguntungkan dibandingkan dengan 
keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam 
persidangan sesuai 162 ayat (2) KUHAP. Berikut perbandingan 
antara keduanya : 
1) Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP 
Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi 
keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan 
pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan 
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keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh 
pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan. 
Baik keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan maupun 
pemeriksaan saksi dengan media teleconference, masing-masing 
memenuhi ketentuan ini. Keterangan saksi di bawah sumpah yang 
dibacakan, merupakan keterangan saksi di hadapan penyidik yang 
sudah diambil di bawah sumpah. Sedangkan prinsip pengucapan 
sumpah dalam pemeriksaan saksi dengan media teleconference 
sama dengan pemeriksaan saksi di persidangan yang di hadapkan 
secara biasa. 
2) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan 
Secara visual saksi tetap hadir pada persidangan dan berhadapan 
dengan hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. 
Hal ini terkait dengan keyakinan hakim yang dimaksud pada Pasal 
183 KUHAP ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. Dalam penerapannya, untuk memperoleh  
keyakinan hakim ini pada pemeriksaan saksi di persidangan, maka 
akan dipertimbangkan hal-hal berikut oleh hakim, latar belakang 
kehidupan saksi, perilaku dan bahasa tubuhnya di sidang 
pengadilan. Penggunaan media teleconference ini memungkinkan 
hakim untuk mengetahui secara langsung gesture, sikap dan roman 
muka dari saksi yang dihadirkan.  
3) Penilaian kebenaran keterangan saksi 
Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang 
sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-
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keterangan tersebut sehingga dapat membentuk keterangan yang 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 
185 ayat (6) KUHAP mengatur beberapa poin yang patut 
diperhatikan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi 
yaitu : 
a) Persesuaian antara keterangan saksi 
b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain 
Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar 
keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek 
persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau 
alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau 
keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak belakang 
dengan keterangan saksi lain/ alat bukti lain maka akan dicek 
kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung. Melalui 
media teleconference, kehadiran saksi di persidangan yang 
sifatnya hampir sama dengan hadir pada sidang sebenarnya 
akan memberikan peluang bagi penegak hukum untuk dapat 
melakukan hal ini. Tentunya hal ini akan bertolak belakang 
dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan 
dalam persidangan, dikarenakan kroscek atau konfrontir yang 
dilakukan akan bersifat satu pihak saja, yatu terhadap 
saksi/alat bukti yang hadir di persidangan saja. 
c) Alasan saksi memberi keterangan tertentu 
Terhadap suatu keterangan yang diberikan oleh saksi, seorang 
penegak hukum tidak boleh dengan begitu saja menerima 
mentah-mentah hal tersebut. Kadang perlu untuk memilah-
milah dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai alasan dari 
keterangan yang diberikan oleh saksi. Tentunya hal ini, dengan 
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bantuan media teleconference akan dapat dilakukan. 
Sebaliknya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang 
dibacakan dalam persidangan, penegak hukum hanya dapat 
menerima hasil keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut 
tanpa bisa menggali lebih dalam mengenai hal tersebut. 
4) Klarifikasi terhadap keterangan saksi oleh penegak hukum 
Penggunaan teleconference merupakan satu sarana untuk dapat 
mencari kebenaran materiil. Para pihak yang terlibat, yaitu hakim, 
Penuntut umum dan penasehat hukum dapat mendengar langsung 
keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran tersebut. Seperti 
halnya pada saat pemeriksaan B.J Habibie, dimana terdapat 
keterangan yang berbeda dari keterangan yang diberikannya pada 
saat penyidikan. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan apabila 
pada saat itu keterangan saksi B.J Habibie dibacakan dalam 
persidangan.  
Apabila mengkaji dari bahasan di atas, maka teleconference 
sebagai sarana dalam suatu pemeriksaan di persidangan merupakan 
suatu terobosan pengunaan teknologi dalam persidangan dan sifatnya 
pada pencarian kebenaran materiil yang dicari dalam pembuktian 
pidana akan lebih terpenuhi dibanding keterangan saksi di bawah 
sumpah yang dibacakan dalam persidangan. Pemeriksaan 
persidangan dengan media teleconference juga apabila dikaitkan 
dengan recht finding, maka seharusnya merupakan wujud recht 
finding oleh hakim, yaitu sesuai Pasal 28 Undang-Undang no 4 tahun 
2004  tentang kekuasaan kehakiman “Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat”. Namun demikian, ketiadaan pengaturan 
dalam KUHAP merupakan hal mutlak yang menjadi hambatan bagi 
penggunaannya sebagai keterangan saksi yang sah di persidangan, 
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sehingga patokan penggunaan teleconference di Indonesia hanya 
berdasarkan kebiasaan atau praktik beberapa kasus yang sudah 
menggunakan teleconference, dan berdasar penerimaan dari para 
penegak hukum juga. 
b. Keterangan Ahli 
Konsep alat bukti keterangan ahli, dengan pembedaan 
pengambilan waktu keterangannya akan dinilai sebagi dua alat bukti, 
yaitu sebagai alat bukti surat untuk keterangan ahli yang diberikan di 
luar sidang dalam bentuk laporan ( Pasal 187 huruf c dan Pasal 133 ) 
KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, pada keterangan yang 
diberikan dalam sidang. Perkembangan alat bukti ini terutama 
dipengaruhi oleh  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta perkembangan kejahatan dan modus operandinya.  
Akhir-akhir ini pada penegakkan hukum di Indonesia semakin 
dikenal konsep pembuktian dengan menggunakan Deoxyribo Nucleic 
Acid Fingerprinting atau sering disebut DNA. Penerimaan konsep ini 
yang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP membuat penegak 
hukum harus menggali lebih dalam untuk menyelaraskan pengaturan 
alat bukti pada KUHAP dengan konsep ini. Dari lima alat bukti yang 
diatur pada KUHAP, konsep DNA ini sebenarnya dapat masuk dalam 
perkembangan tiga kategori alat bukti, yaitu keterangan ahli, surat 
dan petunjuk.  
1) Alat bukti keterangan ahli ; yaitu apabila seorang ahli 
memberikan keterangan di depan sidang pengadilan mengenai 
analisisnya tentang informasi genetik yang tercantum di dalam 
hasil tes DNA dan memberikan penjelasan ilmiah tentang cara dan 
proses pengukuran DNA tersebut.  
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2) Alat bukti surat ; yaitu bila bukti tes DNA tersebut dituangkan 
dalam bentuk visum et repertum atau surat laporan medis dari 
seorang ahli atas permintaan resmi dari penyidik maupun oleh 
penuntut umum.  
3) Alat bukti petunjuk ; yaitu apabila dalam mengajukan tes DNA di 
persidangan dapat dihubungkan dengan kejadian atau keadaan 
(fakta) yang ada, yang menandakan telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya.   
Perkembangan alat bukti keterangan ahli, seperti salah satu 
contoh di atas, pada dasarnya berkisar pada variasi dari macam ahli 
yang dihadirkan di persidangan. Pengaruh dari perkembangan 
kejahatan dan modus operandinya merupakan hal yang akan sangat 
berpengaruh pada variasi alat bukti ini, terkait dengan kompetensi 
kehadiran ahli sendiri yaitu untuk membuat terang hakim akan hal-hal 
yang tidak dikuasai, seperti misalnya dalam bidang perbankan, 
kedokteran, telematika dan berbagai bidang lainnya, sehingga dalam 
pembuktian pada persidangan tidak hanya penguasaan materi yuridis 
saja, namun guna mencapai kebenaran materiil. 
Selain perkembangan berupa variasi ahli, perkembangan lain 
dalam alat bukti keterangan ahli adalah condongnya penentuan 
kualifikasi dari seorang ahli dengan bukti tertulis seperti sertifikasi 
maupun syarat pendidikan formal guna mendukung keyakinan hakim 
akan penggunaan keterangan ahli tersebut. Padahal dari keterangan 
Pasal 1 butir 28 KUHAP secara implisit nampak bahwa keterangan 
ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga 
meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang 
tanpa pendidikan khusus, sehingga perkembangan ini seharusnya 
dibarengi dengan  pengaturan standardisasi mengenai ahli, karena 
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bila tidak akibat yang ditimbulkan adalah adanya perbedaan 
penerimaan dalam sidang mengenai seorang ahli. 
c. Surat 
Pengaturan alat bukti surat pada Pasal 187 KUHAP tidak 
mengatur mengenai surat dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain 
selain surat dalam bentuk kertas, sehingga surat dalam bentuk 
elektronik belum dapat tempat pada persidangan pidana sebagai alat 
bukti. Perkembangan dalam sidang pengadilan di Indonesia yang 
sudah terpengaruh seiring perkembangan zaman dan teknologi 
memaksa pentingnya pengaturan penerimaan surat dalam bentuk 
elektronik sebagai alat bukti, namun limitasi dalam Pasal 187 KUHAP 
tersebut membatasi untuk penggunaannya. 
Dalam praktek persidangan di Indonesia setelah adanya surat 
MA RI yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI, tanggal 14 
Januari 1988, no 39/TU/88/102/pid, alat bukti surat mengalami 
perkembangan.  Surat MA RI tersebut pada intinya berpendapat 
bahwa mikrofilm atau mikrofiche dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat 
bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c 
KUHAP, dengan catatan baik mikrofilm atau mikrofiche itu 
sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari 
registrasi maupun berita acara. Namun perluasan tersebut belum 
termasuk surat dalam bentuk e-mail, dokumen seperti dimaksud pada 
beberapa perundang-undangan khusus yang sudah mengatur. Dalam 
hal ini pengaturan hukum pembuktian kita sudah tertinggal dari UU 
pembuktian Malaysia yang sudah memahami alat bukti surat secara 
luas termasuk kaset dan video. 
d. Petunjuk 
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Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah 
perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik 
antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu 
sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa 
petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau 
keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan 
arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat 
dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim dalam 
penerimaannya. 
Beberapa ahli berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukan 
merupakan alat bukti. Seperti pendapat beberapa ahli berikut : 
Van bemmelen “ akan tetapi kesalahan yang terutama adalah bahwa 
orang telah menganggap pertunjuk-petunjuk itu sebagai alat bukti, 
sedang dalam kenyataannya tidak demikian” 
P.A.F Lamintang “ petunjuk memang hanya merupakan dasar hakim 
unuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan 
perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti 
misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang 
terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu 
dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat mengganggap suatu 
kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan 
antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan” 
(Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 76) 
Sifat alat bukti petunjuk adalah bukan merupakan alat bukti 
langsung (indirect bewijs) dimana keberadaannya hanya berdasarkan 
alat bukti lainnya. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada 
apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, 
dengan demikian kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya 
sebagai pelengkap dalam persidangan.    
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Perkembangan mengenai alat bukti ini dalam penegakkan 
hukum di Indonesia sebenarnya didasarkan pada sifatnya yang sangat 
luas dan pengaturan yang tidak begitu jelas dengan menyerahkannya 
pada penilaian hakim, sehingga pada prakteknya dalam persidangan 
alat bukti petunjuk sering dijadikan semacam keranjang sampah, 
banyak bukti yang belum diatur secara tegas akan dimasukkan ke 
dalam konteks ini. Sebut saja bukti rekaman, DNA, e-mail, dan 
dokumen elektronik, adalah sebagian bukti yang belum tegas 
pengaturannya dalam KUHAP, namun dengan urgensi keberadaannya 
pada pembuktian tindak pidana di persidangan saat ini membawanya 
untuk dimasukkan pada konteks alat bukti petunjuk.   
Hukum acara Belanda, yang merupakan akar hukum 
pembuktian kita, pada saat ini sudah tidak mengenal alat bukti 
petunjuk, yang digantikan eigen waarneming van de rechter sejak 
sekitar tahun 1930, yang diartikan sebagai pengamatan hakim. 
Sedangkan di Amerika mengenal judicial notice yang artinya 
pengamatan hakim, prinsip keduanya sama dengan petunjuk hanya 
ditambah dengan pengakuan barang bukti dan penggunaannya hanya 
boleh dilakukan oleh hakim. Begitu juga pengaturan dalam RUU 
KUHAP tahun 2008, pada Pasal l77 huruf g disebutkan mengenai alat 
bukti berupa pengamatan hakim. Dalam penjelasan disebutkan, 
pengamatan hakim didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar 
yang ditarik dari alat bukti yang ada. 
e. Keterangan Terdakwa 
Perkembangan alat bukti keterangan Terdakwa di Indonesia 
terjadi dalam hal tindak pidana bersama-sama, yaitu yang melibatkan 
beberapa orang dalam melakukan atau terlibat dengan suatu tindak 
pidana. Dalam hal ini adalah mengenai saksi mahkota.  
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Pengaturan mengenai saksi mahkota sendiri tidak ada dalam 
KUHAP, yang ada hanyalah berupa yurisprudensi dari MA yaitu : 
1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 
K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 dan No. 1986 
K/Pid/1989 
Menyebutkan bahwa pengajuan saksi mahkota dibenarkan. 
Disebutkan juga bahwa saksi mahkota adalah teman 
terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, 
diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut 
umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya 
alat bukti. 
2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.1174/K/Pid/1994 dan No.1592 K/Pid/1994 tanggal 29 
April 1995 
Pengaturan dalam putusan MA ini berbeda dengan putusan 
sebelumnya yang memperbolehkan saksi mahkota diajukan 
dalam perkara pidana. Secara implisit dalam putusan ini 
disebutkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara 
pidana seharusnya diakhiri. Pada putusan atas terdakwa 
Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono 
Prayogi, dengan ketua majelis hakim agung Adi Andojo 
Soetjipto, SH telah memberi pertimbangan sebagai berikut : 
Oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum 
pembuktian, di mana saksi adalah para terdakwa dalam 
perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah 
adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, lagipula para 
terdakwa telah mencabut keterangnnya di depan penyidik 
dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan 
fisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, di 
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samping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada 
persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka terdakwa dibebaskan. 
Keterbatasan pengaturan mengenai saksi mahkota dalam 
hukum pembuktian pidana di Indonesia menyebabkan masih banyak 
kesimpangsiuran mengenai penggunaannya. Bagaimanapun, saksi 
mahkota apabila dimasukkan dalam kategori alat bukti akan masuk ke 
dalam alat bukti keterangan saksi, yaitu alat bukti yang diutamakan 
dalam pembuktian pidana, sedangkan keterangan terdakwa sebagai 
alat bukti bersifat terikat pada terdakwa sendiri dan tidak dapat 
digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain. Berikut 
pengaturan mengenai keterangan terdakwa yang bersifat kontra 
dengan pengajuan saksi mahkota : 
Tabel 1. Perbandingan pengaturan  keterangan terdakwa yang 
bertentangan dengan pengajuan saksi mahkota dan pengaturan tentang 
saksi mahkota 
No Keterangan terdakwa Saksi mahkota 
1 Larangan sesama 
terdakwa diajukan sebagai 
saksi antara satu terhadap 
yang lain (Pasal 168 huruf c 
KUHAP) 
Pengajuan seorang terdakwa 
sebagai  saksi mahkota terhadap 
terdakwa lain, dengan ketentuan 
:  
- Splitsing perkara 




2 Penilaian keterangan 
terdakwa sebagai alat 
bukti : Pasal 189 ayat (3) 
Kekuatan alat bukti saksi : 
· disumpah 




hanya dapat digunakan 
terhadap dirinya sendiri. 
- bukan merupakan 
alat bukti 
- bila bersesuaian 
dengan keterangan 
saksi lain maka 
dapat memperkuat 
keyakinan hakim 
dan dapat dipakai 
sebagai petunjuk 
3 Hak terdakwa untuk diam 
(The right of remain silent ) 
: pada dasarnya hak ini 
termasuk asas hukum dan 
tidak diatur dalam KUHAP 
Pasal 175 KUHAP 
: hakim sidang 
menganjurkan menjawab, 
jika terdakwa tidak 
menjawab pemeriksaan 
akan dilanjutkan. 




keterangannya, tidak perlu 
mengucapkan sumpah 
atau janji. Karena 
keterangan terdakwa 
bukanlah pengakuan 
terdakwa, maka ia boleh 
Sebelum memberikan 
keterangannya saksi wajib 
mengucapkan sumpah atau janji. 
160 ayat (3) 
Saksi terikat dengan 
keterangannya, apabila 
memberikan keterangan palsu 




tuduhan karena ia tidak 
disumpah. Penyangkalan 
terdakwa adalah hak 
terdakwa dan harus 
dihormati. Oleh sebab itu, 
suatu penyangkalan 
terhadap suatu perbuatan 
mengenai suatu keadaan 
tidak dapat dijadikan alat 
bukti.   
Pro kontra mengenai pengajuan saksi mahkota, maupun 
implikasi yuridis yang timbul dikarenakan sifat yang berbeda antara 
alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa hingga 
ketidakmampuan penegak hukum untuk menggunakan saksi mahkota 
dikarenakan keterbatasan alat bukti merupakan permasalahan yang 
ada dalam pembuktian pidana di Indonesia. Diperbolehkan atau tidak, 
penggunaannya sendiri di persidangan pidana masih sering 
digunakan oleh hakim yang memeriksa perkara dan mempunyai 
kedudukan penting dalam pembuktian perkara yang minim alat bukti. 
Pengaturan lebih jelas dalam hukum acara kita mutlak dibutuhkan. 
salah satu upayanya adalah sebagaimana tercantum dalam RUU 
KUHAP 2008 yaitu mengatur ketentuan khusus mengenai saksi 
mahkota. Pasal 198 bagian ketujuh dalam RUU tersebut akan dimuat 
ketentuan yang memungkinkan seseorang dikeluarkan dari status 
terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap tindak pidana yang 
dituduhkan kepada terdakwa lainnya.  
Pasal 198 RUU KUHAP 2008 
(1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling 
ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat 
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dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu 
mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana 
dalam tindak pidana tersebut. 
(2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya 
ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah 
berdasarkan Pasal 197 dan membantu secara substantif 
mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat 
dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan 
negeri. 
(3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai 
saksi mahkota. 
 
3. Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian 
Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia 
Lahirnya perundang-undangan khusus sebagai salah satu upaya 
untuk mengejar ketertinggalan hukum dalam penanggulangan kejahatan 
dengan dihadapkan pada perkembangan zaman dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah memunculkan banyak 
perubahan dan pembaharuan, tidak hanya secara materiil namun juga 
dalam hal hukum formilnya. Bentuk perundang-undangan khusus memang 
memungkinkan untuk menggabungkan hukum materiil dan formil dalam 
satu undang-undang, dan hal tersebut dianut dalam berbagai undang-
undang khusus di Indonesia. Hanya saja, dikarenakan pengaturan 
mengenai hukum formil undang-undang khusus pada dasarnya belum ada 
yang mengatur secara lengkap, maka penggunaannya masih bersifat lex 
specialis derogat lex generalis terhadap KUHAP. Beberapa perbedaan 
ataupun hal-hal khusus yang diatur didalamnya bisa meliputi dari 
penyelidikan hingga proses persidangan tindak pidana. Misalnya adanya 
perbedaan pengaturan lamanya masa penahanan pada Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lebih lama dibanding 
KUHAP, pengaturan jumlah hakim pada penanganan pada persidangan 
khusus tindak pidana korupsi dan peradilan hak asasi manusia berat, 
hinggga pengaturan mengenai alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP. 
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Begitu banyaknya undang-undang khusus tindak pidana di 
Indonesia, namun pengaturan mengenai alat bukti yang berbeda dari 
KUHAP hanya ditemukan beberapa, yaitu pada Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
25 tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  
2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
23 Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
dan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11 
Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut bahasan 
pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan khusus 
tersebut. 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 
Tahun 2001 
Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti 
pada perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan 
karakteristiknya berupa modus operandi dari tindak pidana itu 
sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sendiri terkait 
dengan berbagai bidang, seperti administrasi, perpajakan, birokrasi, 
pemerintahan, akuntansi, bahkan terkait dengan bidang perbankan 
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juga. Dalam tabel berikut dapat dilihat lebih jelas mengenai macam-
macam modus operandi pada tindak pidana korupsi. 
Tabel 2. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Korupsi 





Pemeriksaan pajak yang memeriksa wajib pajak 
menemukan kesalahan perhitungan pajak yang 
mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. 
Kekurangan tersebut selanjutnya dianggap 
tidak ada atau berkurang jumlahnya. Sebagai 
imbalan, wajib pajak harus membayarkan 
sebagian dari kekurangan tersebut ke kantong 
pribadi pemeriksa pajak. 
2. Pembayaran 
fiktif 
· Pengeluaran yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan  
· Pembayaran penuh untuk pekerjaan yang 
tidak selesai  
· Pembayaran untuk pekerjaan atau 
pembelian yang tidak dilakukan 





· Pengeluaran yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan  
· Pembayaran penuh untuk pekerjaan yang 
tidak selesai  
· Pembayaran untuk pekerjaan atau 
pembelian yang tidak dilakukan  
· Mengisi sendiri bukti pendukung 
pengeluaran 
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4. Pelelangan · Calon pemenang sudah ditentukan diawal 
(kolusi dan nepotisme)  
· Tidak meminta uang jaminan bagi peserta 
lelang 
· Memberitahukan plafon dana yang 
tersedia 
· Menciptakan peserta tender fiktif 
5. Manipulasi 
tanah 
· Pimpinan proyek dan konco-konconya 
membeli tanah yang akan dibebaskan 
dan menjualnya dengan harga tinggi  
· Meninggikan harga pembebasan tanah 
untuk pembangunan  
· Pimpinan proyek dan aparat Pemda 
membayar ganti rugi atas tanah negara 
yang seharusnya tidak perlu ganti rugi. 
6. Manipulasi 
kredit 
· Memanipulasi daftar calon nasabah dan 
uangnya digunakan untuk kepentingan 
pribadi  
· Menggunakan sebagian atau seluruh 
dana pengembalian kredit nasabah untuk 
kepentingan pribadi  
· Menggunakan data-data palsu dan 




· Pengadaan barang dengan penunjukan 
langsung (tidak melalui mekanisme 
tender)  
· Membuat Rencana Anggaran Belanja 
dengan harga satuan yang lebih tinggi 
(mark up), memperpanjang jarak angkut  
· Mengubah status tanah kebun, sawah 
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menjadi tanah pemukiman  
· Jasa konsultan dibuat seolah-olah 
berkali-kali, padahal hanya satu kali  
· Panitia lelang menetapkan pemenang 
dari tawaran yang paling rendah tanpa 
membandingkan dengan owner estimate. 
8. Kelebihan 
pembayaran 
· Volume pekerjaan yang dibayar, melebihi 
dari yang seharusnya.  
· Jumlah pengadaan barang lebih kecil 
dari jumlah yan dibayar.  




· Meminjam uang proyek untuk 
kepentingan pribadi namun dibuat 
seolah-olah untuk kepentingan dinas.  
· Mengambil uang proyek dengan 
memalsukan tanda tangan  
· Pemegang kas membuat pembukuan 
ganda dan menunda pembukuan 
penerimaan.  






· Dana dipinjamkan di luar kepentingan 
dinas  
· Asset yang ada disewakan kepada orang 
lain sementara uang sewa masuk ke 
kantong pribadi, sementara biaya 
operasional untuk asset tersebut tetap 
diambil dari anggaran rutin 
11. Uang komisi · Membuat komitmen lisan untuk menerima 
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komisi sekian persen dari dana yang 
ditempatkan di bank atau badan 
keuangan lain.  




· Bunga uang proyek didepositokan dan 
tidak disetorkan ke kas negara  
· Penggelapan hasil keuntungan kerja 
sama PUSKUD, penggelapan hasil 
penerimaan piutang.  
· Subsidi dalam bentuk uang diubah dalam 
bentuk barang di mana jenis dan 




· Menambah/mengurangi data dalam tanda 
bukti pengeluaran/penerimaan  
· Menjual illegal BBM kepada pihak III dan 
ditutupi dengan pemalsuan jumlah 
pemakaian BBM  
· Meminta rekanan untuk menyiapkan 




· Meminta jatah dari rekanan yang dipilih  
· Retribusi tanpa surat resmi, dana tidak 
masuk kas negara melainkan masuk 
kantong pribadi  




Uang untuk membayar tagihan rekanan 




dulu di rekening pribadi beberapa bulan 
untuk menerima bunga depositonya. 
16. Manipulasi 
proyek 
· Pengiriman barang/pendirian bangunan 
tidak sesuai spesifikasi teknis.  
· Jual beli proyek.  
· Mark up harga proyek. 
(Sumber : Dharana Lastarya http://www.dharana-
lastarya.org/?pilih=lihat&id=38, 24 April 2008 pukul 12.00 WIB) 
Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-
undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 :  
Pasal 26A : Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 
1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi 
juga dapat diperoleh dari : 
a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu; dan 
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 
atau perforasi yang memiliki makna. 
 
Penjelasan Pasal 26 A : 
Huruf a. Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" 
misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact 
Disk Read Only Memory (Cd-Rom) atau Write Once Read 
Many (WORM). 
 Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa 
dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data 
penghubung elektronik (electronic data interchange), surat 
elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili. 
Sifat perkembangan dari alat bukti dalam pembuktian tindak 
pidana korupsi berupa perluasan terhadap alat bukti petunjuk yang 
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ada pada KUHAP, sehingga penggunaannya sebagai alat bukti juga 
sama. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan 
bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. 
Pengaturan pada Pasal 188 ayat (3) berisi peringatan agar 
hakim berhati-hati untuk menggunakan alat bukti ini, sehingga hanya 
dalam keadaan terdesak saja alat bukti ini dapat digunakan. Hakim 
harus lebih dulu memeriksa alat bukti lain, dan bila itu tidak 
mencukupi maka dapat menggunakan alat bukti petunjuk. Kelemahan 
sifat dari alat bukti petunjuk ini sebenarnya bertolak belakang dengan 
sifat “informasi” dan “dokumen”  yang khususnya pada pembuktian 
tindak pidana korupsi sering menjadi alat bukti yang menentukan. 
Tabel 3. Hubungan perluasan alat bukti petunjuk dalam Undang-
Undang R. I. No  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi  sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R. I. No  20 Tahun 
2001 dan pengaturan alat bukti pada KUHAP 
 
No Perluasan alat bukti petunjuk 
dalam Pasal 26 A Undang-
Undang R. I. No  31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang R. I. No  20 
Tahun 2001 
Sumber alat bukti petunjuk 
sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf 
d jo. Pasal 188 KUHAP 
1. Informasi yang : 
§ diucapkan 
§ dikirim 




§ diterima, atau  
§ disimpan  
§ secara elektronik 
dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu 
Apa yang saksi nyatakan di 
sidang pengadilan dengan 
disumpah 
Keterangan Terdakwa 
Apa yang terdakwa 
nyatakan di sidang tentang 
perbuatan yang ia lakukan 
atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri. 





informasi yang dinyatakan 
dalam sidang pengadilan. 
§ dikirim, diterima, atau 
disimpan secara 
elektronik dengan alat 
optik atau yang serupa 
dengan itu 
Surat 
Sesuai surat MA RI yang 
ditujukan kepada Menteri 
Kehakiman RI, tanggal 14 
Januari 1988, no 
39/TU/88/102/pid, 
berpendapat bahwa 
mikrofilm atau mikrofiche 
dapat dipergunakan 
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sebagai alat bukti yang sah 
dalam perkara pidana di 
pengadilan menggantikan 
alat bukti surat 
sebagaimana tersebut 
dalam pasal 184 ayat (1) 
huruf c KUHAP, dengan 
catatan baik mikrofilm atau 
mikrofiche itu sebelumnya 
dijamin otentifikasinya yang 
dapat ditelusuri kembali 
dari registrasi maupun 
berita acara. 
Informasi yang “dikirim, 
diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan 
alat optik atau yang serupa 
dengan itu”, masuk dalam 
alat bukti Surat, sesuai 
surat MA RI yang ditujukan 
kepada Menteri Kehakiman 
RI, tanggal 14 Januari 1988, 
no 39/TU/88/102/pid. 
Terdapat syarat berupa 
jaminan otentifikasi alat 
bukti yang dapat ditelusuri 
kembali dari registrasi 
maupun berita acara. 
2. Dokumen, yakni setiap 
rekaman data atau informasi 
Pengaturan mengenai 
dokumen sebagai sumber 
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yang dapat : 
§ Dilihat 
§ dibaca, dan atau  
§ didengar  
§ yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa 
bantuan suatu sarana, 
baik yang tertuang di 
atas kertas, maupun 
yang terekam secara 
elektronik, yang berupa 
tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, 
huruf, tanda, angka, 
atau perforasi yang 
memiliki makna 
alat bukti petunjuk yang 
terkait dengan sumber 
petunjuk dalam KUHAP 
hanyalah Surat, itupun 
hanya dalam poin : dibaca. 
Sedangkan sarana dapat 
tertuang di atas kertas,  dan 
elektronik, namun hanya 
tebatas pada mikrofilm atau 
mikrofiche, sesuai surat MA 
RI yang ditujukan kepada 
Menteri Kehakiman RI, 





b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 tahun 2003 
Masalah pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang 
akan sangat kompleks terkait dengan modus yang digunakan oleh 
pelaku akan semakin berkembang dan rekayasa keuangan semakin 
rumit. Aktivitas dari pencucian uang pada dasarnya dikelompokkan 
dalam tiga kegiatan yaitu placement, layering dan integration, dimana 
dalam tiap proses tersebut terkadang sangat sulit untuk dilakukan 
pembuktian dikarenakan kerumitan proses pencucian uang yang 
sering masuk dalam lingkup perbankan dan administrasi serta juga 
sering terjadi ketiadaan alat bukti dalam proses tersebut. Dalam tabel 
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berikut dapat dilihat lebih jelas mengenai macam-macam modus 
operandi pada tindak pidana pencucian uang. 
 
Tabel 4. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 
No Modus  Keterangan 
A. Tipologi dasar  
 Modus orang ketiga Pelaku menggunakan seseorang untk 
menjalankan sesuatu perbuatan tertentu 
yang diinginkan oleh pelaku, dan 
perbuatan tersebut dilakukan dengan 
mengatasnamakan orang ketiga yang 
berlainan atau tidak sama. 
Modus ini dilakukan pada saat pelapisan 
layering. 
Ciri-ciri modus ini : 
· Orang ketiga hampir selalu nyata 
dan bukan hanya suatu alias atau 
nama palsu dalam dokumen 
· Orang ketiga biasanya menyadari 
bahwa sedang dipergunakan 
dalam perbuatan ini 
· Kebanyakan orang ketiga adalah 
orang kepercayaan yang bisa 
dikendalikan 
· Hubungan orang ketiga sangat 
dekat dengan pelaku sehingga 
dapat berkomunikasi untuk dapat 
menerima perintah-perintah 
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 Modus topeng 
usaha sederhana 
Pembuatan usaha untuk menyamarkan 
uang ilegal, terutama usaha-usaha yang 
selalu berurusan dengan uang tunai  
 Modus perbankan 
sederhana 
Modus ini merupakan proses tahap 
placement dan layering, yaitu 
memasukkan uang ke bank sebagai 
sarana untuk membersihkan uang hasil 
kejahatan. Pada modus ini banyak 
meninggalkan jejak-jejak dalam sistem 
transaksi usaha seperti dokumen 
rekening koran, cek, dan data-data lain. 
 Modus kombinasi 
perbankan atau 
usaha 
Modus ini merupakan pemanfaatan uang 
setelah dimasukkan dalam perbankan 
untuk kemudian digunakan dalam 
pembelian aset-aset ataupun untuk 
usaha yang nampak legal dan bersih. 
Empat modus operandi ini dapat 
merupakan satu rangkaian beruntun 
ataupun berdiri sendiri-sendiri.  
B Tipologi ekonomi  
 Modus smurfing Modus ini pembagian kepada rekan-
rekan pelaku berupa pemecahan uang 
ilegal menjadi sejumlah uang kecil-kecil 
di bawah batas uang tunai yang harus 
dibuat laporannya oleh bank. 
 Modus perusahaan 
rangka 
Dalam modus ini, pelaku membentuk 
perusahaan rangka, yaitu perusahaan 
yang hanya digunakan untuk 
memindahkan sesuatu atau uang ke 
dalam rekeningnya. Jumlah perusahaan 
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ini bisa lebih dari satu, dimana satu sama 
lain saling mengendalikan perusahaan 
lain. Perusahaan rangka ini dibentuk 
seolah-olah legal dan nyata dari luar. 
 Modus pinjaman 
kembali 
Modus ini merupakan variasi kombinasi 
dari modus perbankan dan modus 
usaha. Dalam modus ini, pelaku 
meminjam dan membayar pada diri 
sendiri, dengan memanfaatkan rekening 
atau simpanan yang ada pada bank. 
 Modus menyerupai 
multi level 
marketing (MLM) 
Pada modus ini tidak menyembunyikan 
identitas ataupun sumber dana yang 
didapat. Sistem kerjanya lebih terbuka, 
menyerupai MLM, dengan 
mengumumkan cara kerja melalui brosur 
dan selebaran.  
 Modus under 
invoicing 
Modus ini dilakukan dengan 
memasukkan uang hasil kejahatan untuk 
membelanjakan sesuatu, dengan nilai 
barang yang dibeli lebih besar dari yang 
dicantumkan. 
 Modus Over 
invoicing 
Modus ini merupakan kebalikan dari 
Modus under invoicing.  
 Modus Over 
invoicing II 
Modus ini dilakukan berupa pembelian 
dan penjualan barang, dimana pelaku 
mengendalikan kedua sisi ini, sehingga 
hanya berupa penjualan fiktif saja. 
 Modus pembelian 
kembali 
Modus ini berupa pembelian barang yang 
merupakan milik pelaku juga. Modus ini 
hampir mirip dengan modus pinjaman 
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kembali. 
C. Tipologi IT  
 Modus e-bisnis Modus ini merupakan gabungan dari 
tipologi ekonomi dengan menggunakan 
teknologi informasi, atau komputer 
sebagai sarana melakukan kejahatan. 
Hampir mirip dengan modus MLM, 
dimana dana yang sudah terkumpul pada 
saat mencapai satu titik akan macet dan 
tidak dapat diakses lagi karena sudah 
dilarikan oleh pemilik dari website. 
 Modus scanner Modus ini dilakukan dengan cara 
penipuan dengan pemalsuan surat, 
terhadap suatu yayasan atau lembaga, 
untuk memasukkan uang ke bank, yang 
nantinya akan diatasnamakan rekening 
orang lain.  
D. Tipologi Hi-tech  
 Modus cleaning Pada modus ini kejahatan dilakukan 
dengan sangat terorganisir, dan sangat 
sulit untuk membedakan antara 
predicate crime dan tindak pidana 
pencucian uang. Pemanfaatan teknologi 
pada modus ini dilakukan untuk 
melakukan cleaning suatu rekening kartu 
kredit pelaku pada beberapa bank, 
setelah melakukan pengambilan tunai di 
toko-toko. 
(Sumber : Tb, Irman , 2006: 92-107) 
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Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-
undangan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada 
Pasal 38 : alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang 
berupa  
d) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana 
e) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu ; dan 
f) dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 
Pasal 1 angka 7 : dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada  
d) tulisan, suara, atau gambar ; 
e) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ; 
f) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau 
memahaminya. 
Apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam Pasal 
184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak pidana 
pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat juga 
petunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat dan 
petunjuk dalam pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat bukti 
sebagaimana dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, 
sehingga nampak bahwa perkembangan informasi teknologi telah 
maju pesat. 
Perumusan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang ini 
senada dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana 
korupsi, letak perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam 
Undang-Undang ini telah mengatur informasi dan dokumen sebagai 
alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak 
pidana korupsi kedua alat bukti tersebut hanya merupakan perluasan 
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dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang berupa 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 
Kelebihan pengaturan dalam Undang-Undang tindak pidana 
pencucian uang adalah sesuai dengan sifat alat bukti petunjuk itu 
sendiri. Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung 
(indirect bewijs) dimana keberadaannya hanya berdasarkan alat bukti 
lainnya, sehingga banyak ahli yang memandang bukti petunjuk bukan 
merupakan alat bukti. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk 
ada apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, 
dengan demikian kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya 
sebagai pelengkap dalam persidangan.    
Pada prakteknya dalam persidangan, alat bukti petunjuk serng 
dijadikan semacam keranjang sampah, dimana pengartiannya yang 
tidak jelas menyebabkan banyak bukti yang belum diatur secara tegas 
akan dimasukkan ke dalam konteks ini. 
Ketegasan pengaturan alat bukti  dokumen dalam uu 
pencucian uang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 5. Perbandingan dokumen dalam UU pencucian uang dan alat 
bukti pada Pasal 184 KUHAP 
 
Dokumen dalam uu pencucian 
uang 
Pasal 184 KUHAP 
Data Surat/petunjuk 
Rekaman Petunjuk 
Informasi yang dapat diihat, 
dibaca, dan atau didengar yang 





tanpa bantuan suatu sarana, 
baik yang tertuang di atas 
kertas, atau terekam secara 
elektronik 
§ tertuang diatas kertas-
surat 












Perforasi yang memiliki makna 
atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu membaca atau 
memaknai 
Petunjuk 
(Tb. Iman, 2006:19-20) 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2003 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 
Pengertian terorisme dalam UU No 15 tahun 2003 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 
adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud 
untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan 
membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan 
kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana 
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teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi 
kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan 
pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, 
kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, 
fasilitas umum, atau fasilitas internasional. 
Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme terdiri 
dari : 
1) Karakteristik organisasi yang meliputi : organisasi, rekruitmen, 
pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi 
yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. 
2) Karakteristik perilaku : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan 
membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik 
sumber daya : latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di 
bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. 
Motif terorisme: rasional, psikologi dan budaya (Abdul Wahid dkk, 
2004:33) 
Sesuai karakteristik di atas, terorisme yang merupakan tindak 
pidana terorganisir, dan juga melewati batas negara, maka dalam 
pembuktiannya akan sangat sulit. Secara gamblang dalam UU no 15 
tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 
Menjadi Undang-Undang, menyebutkan mengenai alat bukti diatur 
juga mengenai alat bukti baru. Pengaturan tersebut ada pada Pasal 
27 UU no 15 tahun 2003. 
Pasal 27 : Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi  
d) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana 
e) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu ; dan 
f) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / 
atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun 
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selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas kepada :  
(4) tulisan suara, atau gambar 
(5) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya 
(6) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki 
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
membaca atau memahaminya.” 
Pengaturan alat bukti dalam undang-undang ini mengakui alat 
bukti informasi dan dokumen yang serupa dengan yang ada dalam 
undang-undang tindak pidana pencucian uang. 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 
Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang 
Trafiking pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika 
majelis umum perserikatan bangsa-bangsa menggunakan protokol 
untuk mencegah, menekan dan menghukum trafiking pada manusia, 
khususnya kaum perempuan dan anak-anak, sebagai suplemen 
konvensi PBB unuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas bangsa  
atau yang sering disebut sebagai Protokol Palermo.  
Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  21 Tahun  2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana 
Perdagangan Orang, salah satu pendorong lahirnya undang-undang 
ini adalah keberadaan Protokol Palermo tersebut, dan yang juga 
merupakan salah satu sumber dari perundang-undangan ini.  
Definisi trafiking menurut Pasal 3 Protokol Palermo adalah 
sebagai berikut : 
1) Trafiking pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke satu 
tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui 
ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-
cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaaan, 
penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan 
keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. 
Eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi 
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seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, 
melalui perbudakan, melalui penghambaan atau melalui 
pemindahan organ tubuhnya. 
2) Persetujuan korban trafiking pada manusia atas eksploitasi yang 
dimaksud pada sub ayat a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila 
digunakan sarana sebagaimana dimaksud pada sub-ayat a) 
3) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau 
penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap 
sebagai ’trafiking pada manusia’ meskipun apabila hal ini tidak 
mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub-ayat a) 
pasal ini 
4) ’anak’ berarti seseorang yang berusia di bawah delapan belas 
tahun (Modul panduan trafikking untuk kejaksaan 2005 : 4) 
Berdasarkan pengertian trafikking, unsur pokok pada trafiking 
menurut protokol palermo ada 3 (tiga). Berikut akan ditunjukkan 
dalam bentuk tabel : 






Terdiri dari perekrutan, pengangkutan, 
pemindahan, penampungan atau penerimaan 
orang. 
2. Dengan cara 
 
Ancaman, atau paksaan dengan kakerasan 
atau dengan cara-cara kekerasan lain, 
penculikan, penipuan, 
penyiksaan/penganiayaan, pemberian atau 
penerimaan pembayaran, atau tindakan 
menyewakan untuk mendapatkan keuntungan 
atau pembayaran tertentu untuk persetujuan 
atau mengendalikan orang lain. 
3. Untuk tujuan Eksploitasi, (setidaknya mencakup eksploitasi 
melalui pelacuran, melalui bentuk lain 
eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau 
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memberikan layanan paksa., melalui 
perbudakan, melalui praktek-praktek serupa 
perbudakan, melalui penghambaan atau 
melalui pemindahan organ tubuhnya ). 
(Sumber : Modul panduan trafikking untuk kejaksaan, 2005 : 5) 
Keunikan modus operandi dari tindak pidana ini, adalah pada 
unsur proses dapat dilakukan dengan cara yang legal, sah, maupun 
melalui persetujuan korban. Namun demikian, harus melalui cara 
yang dilmaksud pada unsur kedua.  
Pembuktian pada tindak pidana ini dalam hal alat buktinya 
akan cukup sulit didapatkan, hal ini terkait dengan mekanisme pelaku 
yang sering dilakukan pada korban, antara lain : 
1)  Isolasi dalam bentuk penghilangan dokumen identifikasi dan atau 
dokumen perjalanan.  
 Cara ini dilakukan pada kasus-kasus dimana menggunakan alat 
 angkutan yang membutuhkan dokumen identitas dan dokumen 
 perjalanan. Biasanya dilakukan langsung setelah tiba di tempat 
 tujuan. Hal ini akan menyebabkan korban terampas identitas 
 resminya, status masuk tidak sah dan akan membuat korban 
 kesulitan untuk meminta bantuan terhadap aparat atau lari ke 
 negara asal ataupun negara tujuan lain. 
2) Pembentukan ketakutan kepada pihak berwenang 
 Korban trafiking banyak yang mengalami pengalaman negatif 
 dengan pihak berwenang, dan para pelaku memperkuat persepsi 
ini  dengan mengatakan kepada korban bahwa dirinya dapatbebas 
 pergi dan melapor ke polisi, tetapi akibatnya adalah bahwa 
mereka  akan langsung dideportasi dan akan menerima balas 
dendam  sebagai akibatnya. Ketakutan terhadap aparat seringkali 
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ditambah  dengan ketiadaan dokumen korban, sehingga korban tidak 
akan  dapat melakukan pengaduan resmi 
3) Isolasi linguistik dan sosial 
 Hal ini merupakan langkah lanjut untuk memperkuat kontrol 
terhadap koban. korban akan sengaja ditempatkan pada kondisi 
tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa asal mereka dan kontak 
sosial dengan orang-orang yang berasal dari latarbelakang yang 
sama (Modul panduan trafikking untuk kejaksaan 2005 : 21) 
Mekanisme yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban 
trafiking di atas, tidak hanya akan membuat korban berada dalam 
kontrol pelaku, namun juga akan menyulitkan dalam pengumpulan 
alat bukti, dikarenakan bukti-bukti tersebut berada di tangan pelaku 
dan tidak ada yang dimiliki korban. Kemudian sifat kejahatan ini yang 
terstruktur dan bisa dilakukan oleh korporasi, serta merupakan 
kejahatan transnational akan mempersulit pengumpulan alat bukti 
tersebut.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 
Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang secara 
khusus sudah mengatur beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam 
KUHAP. Senada dengan Undang-Undang Nomor  15 tahun 2002 
tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 tahun 2003, 
pengaturan alat bukti pada perundang-undangan ini sudah mengakui 
alat bukti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur 
dalam KUHAP. Hal ini, sekali lagi, berkaitan dengan karakteristik 
tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, dimana apabila hanya 
menggunakan pengaturan alat bukti dalam KUHAP saja tidak akan 
dapat mencukupi, seperti halnya alat bukti keterangan saksi, tentunya 
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akan sulit didapat selain pada saksi korban, kemudian tindak pidana 
ini dilakukan melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 
penampungan atau penerimaan orang yang tidak hanya dalam 
teritorial lokal namun juga lintas negara, sehingga dokumen-dokumen 
perjalanan merupakan salah satu bukti penting, demikian sehingga 
diatur oleh undang-undang ini. Pengaturan mengenai alat bukti 
tersebut ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor  21 Tahun  2007 
Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang. 
Pasal 29 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:  
c) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 
dan 
d) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa 
pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk 
tidak terbatas pada: 
(4) tulisan, suara, atau gambar;  
(5) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau 
(6) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki 
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
membaca atau memahaminya. 
Pengaturan mengenai alat bukti informasi dan dokumen 
tersebut walaupun nampak serupa, namun dikarenakan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang lahir pada tahun 
2007, maka pengaturannya lebih jelas daripada yang ada pada 
Undang-Undang Nomor  15 tahun 2002 tentang tindak pidana 
pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  25 tahun 2003, yaitu terletak pada 
penjelasan Pasal 29. 
Penjelasan Pasal 29 : Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau 
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
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tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang 
terekam secara elektronik” dalam ketentuan ini misalnya: data yang 
tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, 
atau catatan lainnya seperti: 
a) catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan 
kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan 
seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara 
tindak pidana perdagangan orang; 
b) catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang 
atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana 
menurut Undang-Undang ini; atau 
c) dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang 
didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja 
sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan 
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. 
Selain pengakuan alat bukti di luar KUHAP yaitu alat bukti 
dokumen dan informasi, pada Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  21 Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana 
Perdagangan Orang juga ditegaskan kembali mengenai pengecualian 
asas unus testis nullus testis pada pemeriksaan keterangan saksi, yaitu 
dalam : 
Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang 
saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. 
Pengaturan mengenai Pasal 30 ini pada dasarnya sama 
dengan pengaturan keterangan saksi dalam KUHAP yaitu ada dalam :  
 
Pasal 185 KUHAP  
Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 
didakwakan kepadanya 
Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 
lainnya 
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Pengaturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
21 Tahun  2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan 
Orang pada dasarnya hanya berupa penegasan, yaitu Pengaturan 
perkecualian terhadap asas unus testis nullus testis pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang, mengatur lebih 
sempit, yaitu terhadap saksi korban, sedangkan pada KUHAP diatur 
umum, yaitu berlaku terhadap seluruh saksi tanpa ada pembedaan 
terhadap saksi korban ataupun  bukan. Pengaturan tersebut 
merupakan salah satu pengaruh yang kental mengenai isu HAM yang 
terdapat dalam tindak pidana trafikking, terutama mengenai hak anak 
dan perempuan yang sering menjadi sasaran trafiking. 
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun  2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan 
sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Secara internasional telah 
disepakati definisi tentang kekerasan terhadap perempuan ( Jender 
based violence), yaitu sesuai Pasal 1 deklarasi penghapusan segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan PBB 1993 ” Setiap tindakan 
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, 
seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik 
yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.” 
Tahun 1994 PBB membentuk pelapor khusus untuk kekerasan 
terhadap perempuan ( Special Rapporteur on violence against women 
) dengan tugas mengumpulkan data-data dan menganalisa secara 
komprehensif serta merekomendasikan pengukuran-pengukuran agar 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat 
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diimplementasikan di semua tingkatan, baik nasional, regional 
maupun internasional. 
Senada dengan pemikiran tersebut, dimana dewasa ini tindak 
kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah 
tangga, yang pada prakteknya perempuanlah yang sering menjadi 
korban, banyak terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang 
memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 
Pengaturan dalam KUHP sendiri menganggap kekerasan terhadap 
perempuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-
nilai atau kesusilaan yang terjadi di masyarakat, dan bukan sebagai 
kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan atau 
integritas perempuan. 
Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, dianggap perlu, dan hal inilah 
yang melahirkan Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Proses beracara dalam undang-undang ini bersifat lex 
specialis derogat lex generalis dengan KUHAP hal ini dapat dilihat 
pada Pasal  54 yang menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan  
hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-undang ini”.  
Dalam hal pemeriksaan di persidangan, pada undang-undang 
ini mendapat pengaruh jender yang kuat terutama dalam hal 
perlindungan bagi korban yaitu dalam hal : 
1) diperbolehkannya relawan pendamping dan penasehat hukum 
korban untuk mendampingi korban di setiap tingkat penyidikan, 
penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan. 
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2) diakuinya keterangan seorang saksi korban sebagai salah satu alat 
bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 
lainnya. 
3) laporan tertulis hasil pemeriksaan korban berupa visum et 
repertum atau surat keterangan medis/rekam medis memiliki 
kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. 
Khususnya mengenai pengaturan alat bukti dalam undang-
undang ini, pada dasarnya tidak mencakup pengaturan alat bukti yang 
baru. Hanya ada sedikit perbedaan atau tepatnya penguatan dari 
KUHAP. Pengaturan tersebut ada dalam   
1) Pasal 55  
Pasal 55 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan 
seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang 
sah lainnya . 
Penjelasan Pasal 55 : Alat bukti yang sah lainnya dalam 
kekerasan seksual yang dilakukan selain  dari suami isteri  adalah  
pengakuan terdakwa. 
Pada dasarnya, pengaturan mengenai Pasal 55 ini senada 
dengan pengaturan keterangan saksi dalam KUHAP yaitu ada 
dalam :  
Pasal 185 KUHAP  
Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan 
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 
didakwakan kepadanya 
Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 
lainnya 
Perbedaannya terdapat pada : 
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a) Pengaturan perkecualian terhadap asas unus testis nullus testis 
pada KUHAP diatur umum, yaitu berlaku terhadap seluruh 
saksi tanpa ada pembedaan terhadap saksi korban ataupun  
bukan. Sedangkan pengaturan pada UU no 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
mengatur lebih sempit, yaitu terhadap saksi korban. 
b) Syarat perkecualian terhadap asas unus testis nullus testis 
dalam KUHAP yaitu sesuai dengan Pasal 183 ”Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah 
melakukannya ” yaitu mengenai limitatif penjatuhan pidana 
dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Pengaturan pada 
UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, dengan kata-kata ”disertai dengan 
suatu alat bukti yang sah lainnya” menunjukkan hal yang 
serupa. Namun apabila, melihat lebih jauh dalam penjelasan 
Pasal 55 UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan mengenai 
adanya alat bukti lain yang berupa pengakuan Terdakwa yang 
bersifat kasuistik, yaitu hanya berlaku pada tindak kekerasan 
seksual yang dilakukan selain suami-isteri.  
c) Pengaturan dalam penjelasan Pasal 55 mengakui alat bukti 
lain yang sah berupa pengakuan terdakwa yang berlaku secara 
kasuistik. Pengaturan ini sifatnya agak janggal dikarenakan 
menyiratkan bahwa alat bukti pengakuan terdakwa tersebut 
kedudukannya sebagai alat bukti hanya diakui dalam kasus 
tertentu atau kasuistik saja, yaitu dalam kekerasan seksual 
yang dilakukan selain  dari suami isteri. Pengakuan terdakwa 
sebagai alat bukti diatur sebelumnya dalam HIR, yang 
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kemudian dihapus dalam KUHAP. Pengakuan terdakwa 
sifatnya lebih sempit daripada keterangan terdakwa, dimana 
hanya berupa hal-hal yang diakui dilakukan oleh terdakwa. 
sedangkan keterangan terdakwa termasuk juga hal-hal yang 
disangkal oleh terdakwa. Untuk lebih jelasnya, dapat 
disimpulkan bahwa pengakuan terdakwa merupakan bagian 
dari keterangan terdakwa. 
2) Pasal 21 
Pasal 21 Ayat (1) : Dalam memberikan pelayanan kesehatan 
kepada korban, tenaga  kesehatan harus : 
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; 
b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban 
dan   visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian 
atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum 
yang sama sebagai alat bukti.” 
Dengan menganalisa Pasal 21 tersebut, dapat diambil 
kesimpulan mengenai alat bukti yang juga digunakan dan diakui 
dalam undang-undang ini yaitu : 
a) Laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban 
b) Visum et repertum atau surat keterangan medis 
Alat bukti tersebut bukanlah hal yang baru dalam 
pembuktian tindak pidana di Indonesia, karena pada kejahatan 
yang berhubungan tubuh dan nyawa sering juga digunakan 
sebagai alat bukti. Tapi dengan adanya pengaturan tersebut 
semakin memperjelas penggunannya sebagai alat bukti. 
Ketentuan KUHAP mengenal alat bukti berupa laporan 
tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan Visum et repertum 
atau surat keterangan medis, masuk kedalam alat bukti surat. Hal 
ini dapat kita lihat dalam : 
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Pasal 187 : Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah 
: 
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundnag-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yangtermasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan ; 
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; 
d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain.  
Sehingga apabila dibuat dalam bentuk tabel, maka alat bukti 
berupa laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan Visum 
et repertum atau surat keterangan medis yang dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) huruf b Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masuk kedalam alat 
bukti surat KUHAP sebagai berikut : 
Tabel 7. Perbandingan laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap 
korban dan Visum et repertum dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alat bukti 
surat pada 187 huruf c KUHAP 
Undang-undang No 23 
Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga  
Pasal 187 huruf c KUHAP 
Pasal 21 Ayat (1) huruf b 
Laporan tertulis hasil 
pemeriksaan terhadap 
§ Pasal 187 huruf c 
Surat keterangan dari seorang 
ahli yang memuat pendapat 
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korban 
Visum et repertum atau 
surat keterangan medis 
berdasarkan keahliannya 
mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta 
secara resmi daripadanya; 
§ Visum et repertum sebagai 
alat bukti yang sah diatur 
dalam staatblad 1937-350 
§ Menurut SEMA nomor 1 Tahun 
1985, mengenai Visum et 
repertum yang dibuat oleh 
pejabat dari negara asing, 
baru mempunyai kekuatan 
sebagai alaat bukti yang sah 
apabila Visum et repertum 
tersebut disahkan oleh 
Kedutaan besar/ perwakilan 
RI di negara yang 
bersangkutan. 
§ Pengaturan pada Pasal 14 
butir b Peraturan Menteri 
Kesehatan 
No.749A/Menkes/Per/XII/1989 
tentang Rekaman Medis 
menyebutkan, bahwa 
rekaman medis itu wajib 
diberikan kepada pasien dan 
isinya dapat dijadikan sebagai 
alat bukti di pengadilan. 
 
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
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Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini 
merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia 
akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan 
teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang 
disebut dengan teknologi cyberspace. Teknologi ini berisikan 
kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam 
bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. 
Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana 
kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. 
Sistem ini memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan 
mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas 
teritorial suatu wilayah negara.  
Persoalan yang mengemuka atas perkembangan teknologi 
informasi ini adalah munculnya bentuk penyalahgunaan teknologi. 
Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat terlihat dari berbagai 
kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan perangkat teknologi. 
Perusakan data, pencurian barang, hingga penyebarluasan informasi 
asusila dengan media teknologi. 
Problematika pada panyalahgunaan teknologi maupun tindak 
pidana cybercrime antara lain, pertama karena modus operandinya 
canggih (sophisticated), artinya cara operasi atau cara melaksanakan 
atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi, 
sehingga sulit dideteksi secara dini. Kedua, subyek hukumnya 
profesional, artinya pelakunya ahli dibidangnya, disiplin ilmu yang 
dimilikinya ada relevansinya dengan obyek kejahatan tersebut, seperti 
kejahatan di lingkungan perbankan, subyek hukumnya ahli tentang 
seluk beluk perbankan, kejahatan tentang ketenagalistrikan, subyek 
hukumnya menguasai tentang tehnis ketenagalistrikan. Ketiga 
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obyeknya rumit (complicated), artinya baik alat bukti maupun barang 
bukti sulit diperoleh, ini mungkin dikarenakan tenggang waktu 
kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup 
lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, 
dokumen-dokumen dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut 
menjadi sulit karena telah disembunyikan.  
Salah satu langkah pendekatan yang bisa dilakukan untuk 
menghadapi persoalan ini adalah dengan pendekatan rambu-rambu 
hukum. Bentuk upaya Indonesia dalam langkah ini adalah dengan 
pembentukan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 
2008 dan kemudian diundangkan pada 21 April 2008. 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
merupakan terobosan terbaru, tidak hanya di bidang hukum untuk 
mengatasi cyber crime, namun juga berupa terobosan dalam 
perkembangan alat bukti. Perundang-undangan ini cukup menjawab 
dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang 
berbasis teknologi informasi, yaitu mampu mengakomodasi alat bukti 
yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik 
berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. 
Pengaturan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang ini 
ada dalam : 
Pasal 42 : Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam 
Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini  
Pasal 44 : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah 
sebagai berikut: 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-
undangan; dan 
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b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 
angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 
Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan 
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), 
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi 
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya. 
Pasal 1 angka 4 :  Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
Pasal 5 : 
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 
yang berlaku di Indonesia. 
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Undang ini.  
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk: 
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 
tertulis; dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang 
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat 
oleh pejabat pembuat akta. 
Penjelasan Pasal 5 Ayat 4 Huruf a : Surat yang menurut undang-
undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat 
berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam 
 cxx 
proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi 
negara. 
Pengaturan pada Pasal 5 menyebutkan bahwa informasi 
elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan 
alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Hal ini 
merupakan penegasan yang tidak ada dalam pengaturan perundang-
undangan khusus sebelumnya seperti pada Undang-Undang 21 Tahun  
2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang 
dan Undang-Undang 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor  25 tahun 2003,  bahwa hasil cetak dari informasi 
elektronik merupakan perluasan alat bukti. Pengaturan perundang-
undangan khusus sebelumnya hanya mengatur secara umum saja 
mengenai informasi yang dituangkan dalam kertas sebagai alat bukti, 
dan tidak secara jelas menyebutkan mengenai hasil cetaknya.  
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga 
menyebutkan bahwa syarat informasi elektronik dinyatakan sah yaitu 
apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku. Pengaturan ini mengacu kepada UNCITRAL Model 
Law on Electronic Commerce 1996 yang menyebutkan bahwa 
transaksi elektronik diakui sederajat dengan tulisan di atas kertas 
sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan. 
Pengundangan Undang-undang  ini oleh pemerintah, akan 
berdampak besar pada penegakkan hukum tindak pidana yang 
berkaitan dengan komputer atau cyber crime. Walaupun sepintas 
pengaturan mengenai alat bukti pada Undang-Undang ini kurang-
lebih sama dengan pengaturan pada undang-undang khusus lainnya 
yang terkait mengenai dokumen dan informasi elektronik, namun 
dengan cakupan tindak pidananya yang luas, yaitu terhadap semua 
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tindak pidana yang berhubungan dengan komputer, bahkan hingga 
pada aspek HKI (hak kekayaan intelektual) juga, menyebabkan 
urgensinya pengundangan RUU ini. Secara umum, pada perundang-
undangan khusus lainya yang sudah mengatur alat bukti elektronik 
maupun dokumen, hanya dapat digunakan pada tindak pidana tertentu 
saja, sesuai perundang-undangan tersebut. 
B. Implikasi Yuridis Perkembangan Alat Bukti dalam Kuhap dan Perundang-
Undangan Khusus  di Indonesia 
Perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP dan perundang-
undangan khusus yang telah penulis bahas pada bahasan sebelumnya 
merupakan suatu bentuk kemajuan hukum dalam pencarian kebenaran 
materiil, namun di sisi lain juga menimbulkan implikasi yuridis dalam 
penggunaannya. 
Limitasi alat bukti pada pengaturan dalam Pasal 184 KUHAP 
merupakan hal mutlak dengan dihadapkan pada kedudukan KUHAP sendiri 
sebagai lex generalis dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini membuat 
perkembangan alat bukti dalam KUHAP tidak dapat terlepas dari pengaturan 
Pasal 184 KUHAP. Masalah yang timbul kemudian adalah perkembangan 
alat bukti yang ada pada saat ini, banyak yang belum diatur secara jelas 
dalam KUHAP, dan menimbulkan kontroversi penerimaan oleh para penegak 
hukum dengan ketiadaan dasar hukum yang jelas dalam penggunaannya.  
Cara untuk melegalkan penggunaan alat bukti yang belum jelas dan 
menjadi dasar penggunaan alat bukti di persidangan berpegang pada empat 
(4) hal yaitu kebiasaan praktek persidangan yang telah ada baik dalam 
penegakkan hukum di Indonesia maupun Internasional, yurisprudensi atau 
putusan sebelumnya yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti, 
instrumen yang dikeluarkan Mahkamah Agung berupa Surat Edaran MA 
maupun Putusan Mahkamah Agung mengenai pengakuan maupun pengaturan 
penggunaan alat bukti. Hal ini menyebabkan kurang kuatnya dasar 
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penggunaan alat bukti baru, dan pengaturan sementara itu tidak akan mampu 
mengakomodasi penggunaan alat bukti baru tersebut nantinya maupun  
perkembangan alat bukti lainnya.  
Apabila benar-benar tidak ada pengaturan dalam kebiasaan praktek 
persidangan, yurisprudensi dan instrumen yang dikeluarkan Mahkamah 
Agung untuk mengaturnya, celah terakhir pada pengaturan alat bukti dalam 
Pasal 184 KUHAP berupa alat bukti petunjuk, yang sering digunakan sebagai 
semacam keranjang sampah guna pengaturan alat bukti yang belum ada 
kejelasan pengaturan dalam KUHAP. Hal tersebut merupakan kesalahan fatal 
apabila dikaji lebih jauh dengan dihadapkan pada kedudukan dan sifat dari 
alat bukti petunjuk  sendiri yang bukan merupakan alat bukti langsung 
(indirect bewijs) dimana keberadaannya hanya berdasarkan alat bukti 
lainnya. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada apabila sudah 
terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, sehingga kekuatan 
pembuktiannya pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dalam persidangan. 
Dengan demikian alat bukti petunjuk ini tidak dapat dijadikan sarana 
pengaturan alat bukti yang belum diatur secara tegas dalam KUHAP, terlebih 
apabila dihadapkan pada keterbatasan alat bukti yang ada. 
Urgensi digunakannya alat bukti baru yang belum diatur secara tegas di 
KUHAP menciptakan tidak hanya batasan dalam pembuktian dan juga 
hambatan dalam pencarian kebenaran materiil di persidangan, tentunya hal 
ini tidak akan sesuai dengan tujuan dari pembuktian pidana sendiri yang 
dilakukan untuk mencari kebenaran materiil. Permasalahan mengenai alat 
bukti pada KUHAP yang dianggap tidak cukup lagi untuk mengakomodasi 
perkembangan dari kejahatan, merupakan salah satu hal yang perlu diatur 
lebih jauh, dan tentunya tidak akan cukup dengan kelahiran undang-undang 
khusus di atas. Pengaturan dari perundang-undangan khusus hanya mengikat 
pada pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya, sehingga hanya 
seperti jalan pintas guna mengakomodasi tidak hanya perkembangan hukum 
materiil, namun juga formilnya. Hal ini merupakan cara tercepat guna 
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mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia namun juga belum 
merupakan jawaban terakhir untuk memberikan pengaturan yang pasti 
mengenai seluruh perkembangan alat bukti yang ada dikarenakan keterikatan 
hukum khusus terhadap hukum umum berupa asas lex specialis derogat lex 
generalis, sehingga apabila tidak ada pengaturannya akan kembali dan 




Berdasar berbagai hal yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka pada bagian akhir penelitian ini, dapat ditarik beberapa 
hal penting yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini. 
1. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan 
modus operandinya, serta masyarakat akan selalu mempengaruhi 
perkembangan alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, baik 
yang diatur dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan khusus. 
a. KUHAP 
Pengaturan alat bukti bersifat limitasi dalam Pasal 184 KUHAP 
sehingga dalam perkembangan alat bukti tetap terikat pada Pasal 184 
KUHAP tersebut. Adapun perkembangan alat bukti tersebut berupa : 
1) Perkembangan alat bukti keterangan saksi terjadi dalam hal 
sarana pada pemeriksaan keterangan saksi yang dipengaruhi oleh 
penggunaan teknologi informasi pada persidangan berupa media 
teleconference. Ketiadaan pengaturan dalam KUHAP menjadikan 
kebiasaan pada praktek hukum dan yurisprudensi pengadilan 




2) Perkembangan alat bukti keterangan ahli terjadi dalam hal  
variasi ahli yang dihadirkan yang dipengaruhi oleh  
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
perkembangan kejahatan dan modus operandinya. Sedangkan 
dalam hal penentuan kualifikasi dari seorang ahli pada 
perkembangannya digunakan bukti tertulis seperti sertifikasi 
maupun syarat pendidikan formal guna mendukung keyakinan 
hakim akan penggunaan keterangan ahli tersebut, yang pada 
pengaturan dalam KUHAP tidak disyaratkan demikian. 
3) Perkembangan alat bukti surat dalam persidangan di Indonesia 
dihadapkan pada perkembangan zaman dan teknologi memaksa 
pentingnya pengaturan penerimaan surat dalam bentuk lain yaitu 
elektronik sebagai alat bukti. Pengaturan yang sudah ada hanya 
berupa surat MA RI yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI, 
tanggal 14 Januari 1988, no 39/TU/88/102/pid, yang pada intinya 
sudah mengatur mikrofilm atau mikrofiche untuk dipergunakan 
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan 
menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 
184 ayat (1) huruf c KUHAP. 
4) Perkembangan mengenai alat bukti petunjuk dalam penegakkan 
hukum di Indonesia sebenarnya didasarkan pada sifatnya yang 
sangat luas dan pengaturan yang tidak begitu jelas dengan 
menyerahkannya pada penilaian hakim, sehingga pada prakteknya 
dalam persidangan alat bukti petunjuk sering dijadikan semacam 
keranjang sampah, banyak bukti yang belum diatur secara tegas 
akan dimasukkan ke dalam konteks ini.  
5) Perkembangan alat bukti keterangan Terdakwa di Indonesia 
terjadi dalam hal tindak pidana bersama-sama, yaitu yang 
melibatkan beberapa orang dalam melakukan atau terlibat dengan 
suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah mengenai saksi 
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mahkota. Pengaturan yang sudah ada mengenai hal ini pun masih 
saling bertentangan dan belum jelas, yaitu hanya diatur dalam 
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 
K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 dan No. 1986 K/Pid/1989, 
serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.1174/K/Pid/1994 dan No.1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 
1995 
b. Perundang-undangan khusus 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 
Tahun 2001 
Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada 
perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan 
karakteristiknya berupa modus operandi dari tindak pidana itu 
sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi sendiri terkait 
dengan berbagai bidang, seperti administrasi, perpajakan, 
birokrasi, pemerintahan, akuntansi, serta bidang perbankan.  
Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan 
pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 26A, 
yang sifatnya berupa perluasan dari sumber alat bukti petunjuk 
dalam KUHAP, yaitu berupa informasi yang tersimpan dan 
digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta  dokumen. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 tahun 2002 
tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 tahun 
2003. 
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Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan 
tindak pidana pencucian uang terdapat pada Pasal 38, yaitu 
berupa pengakuan alat bukti baru berupa informasi yang 
tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara elektronik serta  
dokumen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh keunikan 
karakteristik pada modus operandi tindak pidana pencucian uang. 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15 Tahun  2003 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. 
Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan 
ini terdapat pada Pasal 27, yaitu berupa pengakuan alat bukti 
baru berupa informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan 
secara elektronik serta  dokumen. Hal ini serupa dengan yang ada 
dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun  2007 
Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan Orang. 
Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang ini terdapat pada 
Pasal 29, yaitu berupa pengakuan alat bukti baru berupa 
informasi yang tersimpan dan digunakan/dikeluarkan secara 
elektronik serta  dokumen yang serupa dengan yang ada dalam 
undang-undang tindak pidana pencucian uang dan Undang-
undang pemberantasan tindap pidana terorisme. Pengaruh dari 
kekhasan sifat tindak pidana traffiking berupa terbaginya unsur 
berupa proses, cara dan tujuan, sifat kejahatan ini yang 
merupakan transnational crime dan subjek pidana berupa 
perseorangan dan korporasi, menyebabkan perlunya pengaturan 
yang lebih jelas, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29, 
yaitu mengenai alat bukti dokumen yang termasuk setiap catatan 
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bank, usaha, keuangan, kredit atau utang, taransaksi baik terkait 
dengan seseorang atau korporasi, catatan pergerakan atau 
perjalanaan, hingga dokumen atau bukti yan didapat dari negara 
lain. Selain itu terdapat penegasan mengenai pengecualian asas 
unus testis nullus testis pada pemeriksaan keterangan saksi untuk 
saksi korban yaitu pada Pasal 30. 
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun  2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Mengenai pengaturan alat bukti dalam undang-undang ini, pada 
dasarnya tidak mencakup pengaturan alat bukti yang baru. Hanya 
ada sedikit perbedaan atau tepatnya penguatan dari KUHAP. 
Pengaturan tersebut ada dalam  Pasal 55, yaitu berupa penegasan 
mengenai pengecualian asas unus testis nullus testis pada 
pemeriksaan keterangan saksi untuk saksi korban, penjelasan 
Pasal 55 yang mengatur pengakuan terdakwa sebagai alat bukti  
yang digunakan secara kasuistik, dan Pasal 21 berupa penegasan 
mengenai laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan 
Visum et repertum atau surat keterangan medis sebagai alat bukti. 
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Pengaruh yang paling besar dalam perkembangan alat bukti pada 
perundang-undangan ini adalah perkembangan kejahatan dan 
karakteristiknya berupa modus operandi yang merupakan 
kejahatan dengan basis teknologi, terutama teknologi informasi.  
Pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan 
ini terdapat pada Pasal 44, yaitu berupa pengakuan alat bukti 
baru berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, serta 
 cxxviii
mengatur bahwa hasil cetak dari informasi elektronik merupakan 
alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. 
2. Perkembangan alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di 
Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundang-undangan khusus 
maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak 
kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia. Namun persebarannya 
dalam undang-undang khusus maupun belum adanya ketegasan dalam 
pengaturan di KUHAP akan memberikan implikasi tersendiri yaitu : 
a.  Pengaturan pada perundang-undangan khusus hanya mengikat 
pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana khusus yang diaturnya 
saja, sehingga hanya berupa semacam jalan pintas (Shortcut) dalam 
keadaan darurat (emergency) guna mengakomodasi tidak hanya 
perkembangan hukum materiil, namun juga formilnya. 
b. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti pada 
Pasal 184 akan membatasi perkembangan alat bukti. Perkembangan 
yang masih belum jelas diatur pada KUHAP akan menimbulkan 
kontroversi terus menerus dan pelaksanannya hanya didasarkan pada 
kebiasaan praktek persidangan, yurisprudensi, maupun instrumen 
hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung. 
Sifat dari KUHAP sebagai lex generalis ( hukum umum) dari hukum 
acara pidana di Indonesia merupakan kedudukan mutlak, sehingga 
setiap hukum formil yang diatur dalam perundang-undangan khusus 
akan selalu terikat asas lex specialis derogat lex generalis, dan akan 
selalu kembali dan bersumber pada KUHAP bila tidak ada 
pengaturannya, bahkan adanya pengaturan pun belum memberi 
kepastian penerimaan dalam persidangan, karena masih dihadapkan 
pada kontroversi kesesuaiannya dengan pengaturan pada KUHAP 
selaku lex generalis. 
B. Saran  
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1. Ketertinggalan KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti 
sebagai lex generalis pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan 
permasalahan yang selalu timbul dalam penerapannya dengan 
dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru tersebut dalam 
persidangan. Pendekatan hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan 
hal tersebut adalah : 
a. Pembentukan perundang-undangan khusus pada dasarnya dilandasai 
tiga hal. Pertama, perbuatan atau pelakunya bersifat khusus. Kedua, 
perbuatan tersebut bersifat temporer. Ketiga, hukum acaranya 
berbeda. Dengan demikian perundang-undangan khusus dapat 
digunakan untuk mengejar ketertinggalan hukum materiil dan hukum 
formil, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif tercepat dalam 
mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia. 
b. Hakim selaku penegak hukum diharapkan untuk benar-benar aktif 
melakukan recht finding guna pencarian kebenaran materiil yang 
merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal 
ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada 
pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai 
wujud judge made law dari hakim. 
c. Kebiasaan dalam praktek persidangan dan yurisprudensi merupakan 
sumber hukum yang dapat digunakan untuk mengatur mengenai alat 
bukti baru pada persidangan tindak pidana di Indonesia. Dengan 
demikian pentingnya peranan hakim dan juga perlu dikeluarkan 
pengaturan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi hukum di 
Indonesia berkenaan dengan penggunaan alat bukti baru yang belum 
diatur dalam hukum acara di Indonesia agar menghindari kontroversi 
dari penggunaannya di persidangan.   
d. Amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover 
perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk 
mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya 
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perkembangan alat bukti, sementara pembahasan mengenai draf RUU 
KUHAP baru masih berjalan dan belum diundangkan.   
e. Secepatnya diundangkan RUU KUHAP baru dan pembentukan 
peraturan di bawahnya untuk mengembalikan kedudukan lex generalis 
hukum acara pidana dan menciptakan keseragaman dalam 
pengaturan mengenai alat bukti, yang merupakan jawaban terakhir 
dari permasalahan mengenai alat bukti di Indonesia.  
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